BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ©  TAHUN 2008
TENTANG
PROGRAM INDIKATIF KABUFATEN BANYUMAS TAHUN 20C8

BUPATI BANYUMAS,

Menimtang - a. bahwa Peraturan Daerah Ksbupater Esnyumas Nomor 9
Tahun 2008 temlang Rencarz Pembangunan Jangka
Menengah (RPUM) Daerah Transisi Kabupaten Banyumas
Tahun 2007-2008 sebajal landasan dan pedomar daiam
melahsarakan penbenguran banstsi ahon  2007-2008
akan habis masa berlakunye pada tahun 2008;

b bahwa berdasarkan kelentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-
Undang MNomor 25 Tahun 2004 fentang Sistem
Perencanaan  Pembanguran  Nasional,  Rencana
Pambangunan Nasional, Rancana Pembangunan Jang«a
Menengah (RPJM) Daerah ditetapkan paling lambat 3(tga)
bulan setelah Kepeala Caerah dlantik;

¢. bahwa dalam masa sebelum Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (FPJM) Daerah disusun oleh bupati
yang baru, maka penvusunan Rencana Kerjs Pemerintah
(RKP) Daersh Kabupalen EBanyumas Tahun 2009
berpedomen pada Program Indikatil Kabupatsn Baryumes;

v d. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud
huruf &, huruf b dan huruf ¢, peru menetapkan Peraturan
Buoali tentang Program Pembangunan Indikatit Kabupaten
Banyumas Tahun 2008,



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tenlang
Pembentukan  Daersh-Dagrah  HMsbupaten  Celam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang
Heuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 428€)

Undeng-Undang Nomor 1 Tatun 2004  |enianp
Perbendaharaan Megara (Lembaran Negara Republi
Indonosia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Megara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomer 53,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4380),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perancanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republix Indosnsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Megara Repubiik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang HNomor 32 Tahun 2004 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonegia Tahun 2004 Nomor 125, Tambanan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2006 tentang Panetapan Peraturan Pemerintan Pengganti
Uncang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
stas Undang-Urdang Nomor 32 Tabun 2004 lentang
Pemefintahan  Daerah  Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2005
Momor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan
Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44:38).



10.

11.

12

13.

14,

18

Undang-Undang Nomaor 17 Tahun 2007 lentang Rencana
Pembanguran Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007
Momor 33 Tamhshan [embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700)

Ungang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Fenataan Ruang
(Lembaran Negara Republk Incoensla Tahun 2007
MNomor 58, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725),

Feraturan Pemarintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengeiciaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasl Dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Magara Republi Indonesia Tahua 2000
MNomor 203, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4023),

Feraluran Pemerintak Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Fenpelolaan Keusrgan [Oserah (Lembaran MNegara
Republik Indonasia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4614);
Feraluran Pamerintah Nomor 40 Tahur 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran MNegara Republik Irdoensia Tahun 2006
Nomot 97, Tambahan Lembarsn Negara Republic
Indonesia Nomor 4664),

Perafuran Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang
Fembagian Urusan Pemeriniah Antara pemerintah,
Femernntah Daerah Frovinsi Dan Pemerintah Csera
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Megara
Repubiik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dserah (Lembatan MNegara
Republlk Indonasia Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan
Lembaran Negara Regpublik Indonesta Nomor 4741),
Peraturan Prosiden MNomor 7 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004-2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 11);



15

17

18

19,

2.

Petaturan Daerah Provinsi Jawa Tengsh Nomar 11 Tahun
2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provins
Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Dasrzh
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
Peraturan Daerah Provirsi Jawa Tengsh Nomor 21 Tahun
2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jaws
Tengah (Lembaran Dasrah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2003 Nomer 133);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
206 tentang Tata Cara Penpusunan Perencanaan
Pembangunan Dasrah Dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
(Lemmberan Daeh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006
Seri E Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun
2005 lentang Rencana Tata Ruang Wilaysh Kabupalen
Banyumas (Lembaran Daersh Kabupaten Benyumes
Tahun 2005 Nomor 10 Sari E)

Peraturan Daetah Kabupatan Banyumas Nomor 9 Tahun
2006 ‘tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Transis| Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008
(Lembaran Daersh Kabupaten Banyumas Tahun 2006
Nomor 4 Seri A);

Peraturon Bupali Banyumas Nemor 200 Tabun 2005
tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan  Pembangunan den Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupalen
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2005 Nomor 38 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menatapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INDIKATIF
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 200€.




EAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Fasal 1
(1). Program |ndikatf Kabupalen Banyumas Tahun 2009 sebagai pedoman penyusunan
Rencana Keria Pemerntah {RKF) Daerah Tahun 2000 dan merupakan solusi
permasalahan yang belum dapat diselesalkan pada tahun sebelumnya,
(2). Penyusunan program Indixafif Kabupaten Banyumas bertujuan untuk mengakomodir ha-
hal yang berkaitan dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM] Daesah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008.

A8 I
RUANG LINGKUF
Pasal 2

Ruang lingkup program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2008 sabagaimana dimaksud
dalam Fasal 1 meliputi

a. Tahun Pertama RPJMD Kabupsten Banyumas Tahun 2009-2013 yeng akan ditetapkan
solelah Kepalz Daerah dan Waki Kepala Daerah terpiln dan dilantik, dengan
memperhatkan hasl kajian konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kebupaten Banyumas Tahun 2005-2025;

b Kegiatan tersabut huruf a diaksanakan cleh Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) dan
sefuruh kormponen pelaku pembanganan daerah secara berkesinambungan.

BAB I
PELAKSANAAN
Pazal 3
Program indikalit Kabupaten Banyumas tahun 2009 merupakan landasan penyusunan
Rencarz Kera Pererintah (REP) Daerah Bebupaten Baryumas Tahun 2009 den menjadi
pedeman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerfa Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 4

Program Indikatil Ksbupaien Banyumas Tanun 200€ sebagaimena dmaksud pada Pasal 3,
tercantem dalam Lampiran | dan Lampiran || Peraturan Bupatl in/.



BAB IV
SISTEMATIKA,
Pasal 5

Program Indikatf Kabupaten Banyumas Tahun 2009 disusun dengan silemafike sobagal
berikut -

a. BABl : PENDAHULUAN

b. BASN : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

¢ BABIN - STRATEGI PEMBANGUNAN OAERAH

d BABIV : KEBLAKAN EXONOMI MAKRO DAN KEBLAKAN LUMUM ANGGARAN
DAERAH

BABY : POKDK-POKOK PROGRAM PEMEANGUNAN DAERAH
BABVI : PENUTUP

= @

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulsi berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Paraturan Bupafi ini dengan
perempalannya dalam Berita Dasrab Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerc
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LAMPIRAN | PERATURAN BUFATI BANYUMAS
NOMOR ;
TANGGAL - 4 q ¢rp 21m

BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur dalam Pasal § ayal (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 dan dijelaskan kebih lanjul dalam pasal 150 ayal (3) hu d, bahwa Rencana
Kerja Femerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPIM Daerah unluk
Jangka waktu 1 {satu) tahun, vang memuat rancangan kerangka ekonom| dascah,
prioritas pembangunan cserah, rencana kerja dan perdanaannya, balk yang
dilaksanakan (angsung oleh pemenntah daerah maupun ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakal, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah,

Pada saa ini Kabupaten Banvumas memiliki RPJMD Transisi Kabupaten
Banyumas Tahun 2007-2008 yang diletapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyurmas homor 9 Tahun 2008 tenlang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Transis! Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008. Dengan berskhimya masa berlaku
RPJIMD tersebut pada tahun 2008, maka peru disusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Diaerah (RFJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2013. Namun
demikian pamilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumae secara langsung
dilaksanakar pada Bulan Pebruari Tahun 2008 dan Kepala Daerah dan Wekil Kepala
Daerah terpilih dilantik pada Bulan Aprl Tahun 2008, dengan demikian RPUMD
sebagamana dimeksud dalam pasal 19 ayal (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004, baru akan ditetapkan paling lambal pada Bulan Jul 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayal (2) Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2004
bahwa Musrenbang Kabupaten Banyumas dalam rangka penyusunan RKPD Tahun
2009 harus dilaksanakan paling lamba! Bulan Maret 2008, olen karena ilu prcsas awal
penyusun RKFD Tahun 2008 (Musrenbang Desa/Meluranan) harus sudah dimulal
pada Bulan Januar Tahun 2008, Berdasarakan Surat Edaran Menteri Calam Neger
Nomor 050/2020¢5J tanggal 11 Agustus 2005 entang Petunjuk Penyusunan Dokumen
RPJP Daerah dan RPJM Daerah, vang dimaksud Program Trarsisi adalah program
indikalif 1 {satu) tahun xe depan selelah periode RFJMD berakhir, guna menjembatani
keknsongan dokumen perencanaan jangka menangah pada masa akhir jahatan
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kepala dsorah.Oengan demixian dalam rangka penyucunan RKPD Tahun 2008
diperiukan pedoman dalam bentuk Program Indiketif Kabupaten Banyumas tahun
2009.

. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Indikatil Kabupaten Banyumas Tahun 2008 merpakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2009
ditetankan dengan maksud untuk mengie: kekosongan dokumen perencanaan jangka
menengah quna memberixan aranh sekaligus sebagai acuan bagl seluruh komponen
pelaku pembangunan daesah (pemerntah, masyarakal, dan dunia usaha) dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinamburgan.

Agapun tujuan disusunnya Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun
2009 adalah sebagal landasan pedoman dalam penvusunan Rencana Kena
Pemeriniah Daerah (RKPD) tahun 2009 yang prosesnys dimuls pexds bulan Januar
Tahun 2008, dan sebagai pedoman SKPD dalam menyusun Rencana (Rerja) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Momor 13 tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tanun 2003 lentang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sstem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerntahan Daeran,

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tertang Perimbangan Keuangan Artara
Pemeriniah Pusat Dan Pemarintah Dassah

A  Undang-Undang Momor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Masional Tahun 2005-2025.

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pananggulangan Bencana.

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 flentang Pengeiclaan Dan
Pertanggungjanaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas
Pembantuar.
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24,

25,

26,

7.

Paraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Caerah.

Paraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Paraturan Pemerintan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penpeiclaan Keuangan
Dasrah.

Peraturan pemerintsh Nomor 8 Tabun 2008 tentang Laporen Keuangan Dan
Kinerja Insiansi Femerintah:

Peraturan Femeriniah Nomor 39 Tahun 2006 teniang Taia Cara Pangendalian
Dan Evaluasi Pelassanaan Pembangunan .

Peraturan Pemerintah Nemor 40 Tahun 2005 tentang Tala Cera Penyusunen
Rencana Fembangunan Nasicnal,

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tertang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerniah, Lsporan  Keterangan
Partanggungjawaban Kapala Dasrah Kepada Dewsn Perwakian Rakyal Daerah,
Dan Informasi Ladoran Penyelenggaraan Pemerntah Daeran Kepada Masyarakat.

. Paraturan Pamerintah Nomor 38 Tanun 2007 tenlang Pembagian Urusan

Pamerintah Antsra pemerintah, Pemerintsh Caerah Provinsi Dan Pemarintah
Daerah/Kola.

Pereturen pemeriniah Momor 41 Tahun 2007 fertang Crganisasi Perangkal
Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Men=ngah Nasional Tahun 2004-2008.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana
Strategis [RENSTRA| Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 lethang Fencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Deerah Provinsi Jewa Tengeh Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 lentang Tala Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelsksanaan Musyawarsh
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupater Sanyumas Nomor 18 Tanun 2005 entang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas,
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28. Percturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor © Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Transsi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-

2008,

29. Peraturan Bupad Banyumas Nomor 200 Tzhun 2005 tentang Pedoman Tata Cara
Penyusunan Dokumen Pemncanaan  Pembangunan  dan Pelaksansan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas;

SISTEMATIKA

BAB |

BAB I

BAB Il

BAB IV

BAB YV

BABVI

PENCAHULUAN

Meruat latar belakang, maksud dan lujuan, landasan hukum, hubungan
program indikafif dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya
seria sisiemaika panulisan.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi geografis, perskonomian, kesejahleraan masyarakat dan
pemerintahan, sata sarana dan prasarana wilayah.

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat isu sirategis, kebijakan, sirategi dan priontas program
pembangunan tahun 2009.

KEBIJAKAN EKONCMI MAKRO DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
DAERAH

Memual kondisi makio perekonomian, prospek ekonomi, arah kebiakan
umum anggaran tahun 2009,

POROK-POKDK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memust orogram-progam ulama yang akan dilsksanakan dalam iahun
anggaran 2009,

PENUTUP

Memual penegasan posisi dokumen Program  Indikatf Kabupaten
Banyumas Tahun 200¢ dan kaidah pelaksanaannya.
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BAR 11
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Wilayah Kabupeten Banyumas merupakan bacian wilayah Provinsi Jewa Tengah
di baglan selaten barst yang terelsk pada posis strategis, yaitu berada pada
persimpangan parhubungan lintas regional yaitu dari Jawa Barat (Eandung) pada lintas
selatan manuju arah timur (Semarang, Yogyakana, Surakana, Surabaya) atau sebalknya
dan dan Jawz Barat (Cirebon) pada lintas utara melewati Kota Slawi (Ibukota Kabupaten
Tegal) menuju Cllacap, wilayah tengah Pegunungar Dieng dan Semarang maupun ke
Yogyakarta atau sebalixnya.

Mengacu pada kondisi lokas| slrategis seria beberapa kajian polensi aiamiah
maka Kabupaten Banyumas dalam kerangka pengembangan nasional maupun
pengembangan regional Jawa Tengah diletapkan dengan arahan pengembangan wilayah
sebaga benkut :

g Dalam kerangka pengembangan wilayah sebagaimana lertuang dalam Peraturan
Pemanntah Nomor 47 Tahun 1997 lentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
Kabupaten Banyumas merupakan salan satu pusal pengembangan wilayah (disebut
dengan kawasan Purwokerio dan sekilamya) dengan pusat pengembangan di Kota
Purwokerio (merupakan salah satu dari ima kota yang lelah ditetapkan sabagai Pusat
Kegiaten NasionglFKN di Provinsi Jawa Tengah) dengan wilayah pelayanan meliputi
beberapa kota, yaitu kota Banjamegara, Purbalinggs, Cilacap, dan kota-kota ibukota
kecamatan di Kebupaten Banyumas seperti Banyumas, Sokaraja, Ajlbarang, Sumpiuh,
Wangon dan sebagainya.

Penetapan wilayah in bertitik tolak dan kondis| :

a. Fungsi Kotz Purwokerto sebagai daerah yang memegang peranan penting di
baglan baral daya Jawa Tengah serta keberadaan fasliitas yang berskala nasional
seperi perguruan finggi kawasan pariwisata Bahurraden, dan menjadi ik penting
pertumbuhan wilayah seria perhubungan transportasi Jakarta — Surabaya mealui
wilayah selatan.

b. Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki sektor unggulan melipufi sekior
perdagangan dan jasa, panwisata, pertambangan, pertanian, dan industi, sera
merupakan  wilayah kerjasama  stratsgis  Provinsi  Jawa  Tengah
BARUNGMASCAKEB (8anjamegara, Purbalingga, Banyumas Cilacap dan
Kebumen).

b Dalam kerangka pengembargsn reglonal Jawa Tengsh, Kabupaten Banyumas
merupakan wilayah priodlas dengan arsh pengembangan sebagal berikut
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a Kawasan kerjasama strategis dalam Provinsl, yailu kewssan Purwokede dan sektamya
sehagal kawasan yang merupakan daerah berbasis pertanian

b Kawasan prioritas pengembangan wilayan perhatasan antar provinsi, yaiu kawasan
Pancimas (Pangandaran, Cllacap. dan Banyumas) antara Jawa Barat dan Jawa Tengeh

¢, Kawasan konsarvasi ekologis dan perfindungan terhadap bencana alam, yaitu kawasan
penanganan barjic dan tanah longsor Jawa Tengah Bagian Selatan,

Secara peografis Kabupaten Banyumas leretak diantara 108%35'17" BT -
109°27'15" ET dan diantare 7°1505" LS - 7°3710° LS, memiiki karakteristk lopografi
bervanasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Daerah dataran rendah
terutama berada di bagian Selstan yang merupakan daerah pertanian, selebihnya
merupakan dataran tinggi dan perbukitan terletak di sebelah Utara yang merupakan kaki
Gunung Slamel dan di sebeizh Selaian wilayah kabupaien memhentang perbukitan
Seravu.

Karakleristic topografi di wilayah abupaten Banyumas ditunjukxan dengan
kondisi ketinggiar lanan dan xemifingan Iahan Kondisi ketingglen lahan di wilayah
Kabupater Banyumas mempunyai reliel bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi
dan perbukiten. Deerah dalaran rendah lerulama berada di bagian Selstan yang
merspaxan daerah pertanian, selebihnya merupakan dataran tinggi dan perbukitan teretak
di sebeich Utara yang marupakan kaki Gunung Slamet dan di sebelah Selatan wilayah
kabupalen membentang perbukitan Serayu.

A, KONDIS| SAAT INI
1. KONDISI SARANA DAN PRASARANA WILAYAH
a.  Transportasi

Berdasarkan status jslan, panjang jalan keseiwruhan ci Kabupaten
Banyumas mencapai 4.459 47 Km vang lerbagi atas jalan nasional 198,84
Km, ialan propinsi 1826 Km, jalan kabupalen 804,78 Km dan jalan
desalkelurahan 3.437 59 km.

Kondisi jalan kabupaten di Kabupatan Banyumas berdasarkan data
tahun 2006 menunjukkan bahwa teksh lerjadl kenatkan persenlase yang
cukup signifikan dari lahun sebslumnya. Ruas jalan kabupaten kondisi
baik dan sedang pada lahun 2005 sebesar €0,57% menunjukkan
kenaikan menadi sebesar 68,44% pada tahun 2006, sedangkan untuk
ruas jalan kabupaten kondisi rusak dan rusak berat mengalemi penurunan
dari 39,43% pada tahun 2005 menjadi 31 56% di tahun 2005. Pada tanun
anggaran 2007 ruas jalan kabupaten kondisi bak dan sedang menjadi
sebesar 7763% atau 624,75 Km dan kondisi rusak dan rusak berat
menjadi 22,37% atau 180,03 Km,
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Jumlah kendaraan bermotor 4l wilayah Kabupaten Banyumas pada
Tahun 2006 adalah 176.107 unit, baik kendaraan roda dua, roda empat
atau lebih. Dengan jumlah panang jalan di Kabupaten Banyumas
4 450,47 Km, rasio jumiah kendaraan bermotor lerhadap parjang jalan
yang ada di Kabupaten Eanyumas adalah 0,034

b. Telekomunikas|

Parumbuhan teekomunikasi di Kabupaten Banyumas saal inl dan dimasa
mendatang berkembang dan meningkat secara significan, Kecandemngan
tersebul akan lebih menggairahkan bagi para penyelenggara (opecalor)
telekomunikasi untuk mengembangkan bisnisnya dan hal ini dapat memicu
periumbuhan akonomi furutan/pendukung (complementary) dan sektor-
sektor lainnya karena epabila sarana dan prasarena telekomunikasi telah
tereadia seria terus dikembangkan seinng dengan kebuluhan masyarakal,
maka kebutuhan masyarakal dan sektor-sekior lainnya zkan |asa
telekomunikasi dinarapkan dapal terpenunl. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa xegiatan ielekomunikasi akan lerjadl lebih intens begitu uga
sehalixnya sehingga teradi hutumgan timbal balik yang saling memperkual
antara sekior lelekomunikasi dengan sekior lainnya

¢. Perumahan den Permukiman

Kondisi perumanan di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2002 sampai
dengan tahun 2006 menunukan perkembangan yang mambaik.
Berdasackan indikator kesejahleraan masyarakat menunjukan adanya
perkembangan perubahan fisik perumahan milk masyarakat bempa
kecenderungan meningkalnya perseniase jenis rumah layak huni semakin
meningkal. Dalam sisi slatus keoemillkan rumah, persentase ‘eringgl
kepemiikan adalah milk serdid, pada tahun 2006 perumzhan dengan
stalus milk sendin sebesar 91 47%. Jenis atep pada perumehan yang ada
sebagian besar adalah torbuat dari genteng dan seng. Jenis dinding
bangunan rumah 65,83 % acalah fembok dar sebesar 14 4% adalan
bangunan rumah dan bambu, Jenis lantal pada umumnya (78,96 5) adalan
bukan 1anah namun keadaan rumah tanpa lantal (tanah) masih cukup tinggl
yaits 21,04%.

d.  Pengairan/Sumberdaya Alr
Prasarana pengairan atau ingasi merupakan prasarana yang penting
mengingat  sektor pertanian memupakan salah satu sektor andalan

Habupaten Banyumas. Kewenangan pengelosan Daerah lrigesi (D) di
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Kabupaten Banyumas berdasarkan data tahun 2005 dikelompokan dalam
katagon : untuk O dengan luas areal > 3.000 Ha yang menjadi kewenanrgan
pemarintah ousat terdapat 2 DI vaitu DI Serayu can CI Tejum dengan luss
areal polensiel seluas 6.276,95 Ha dan luas areal fungsional seluzs
5564 38 Ha. Ol dengan luss areal antzra 1000 Ha s/d 3000 Ha yang
menjaci kewenargan pemerintan provinsi (Dl lintas kabupaten) terdapal 5
Dl yaitu DI Banjeran, DI Andongbang, DI Kedunglimus Arca, DI Kebasen,
dan DI Kalisap: dengan lues areal potensial seluas 4.378,34 Ha dan dengan
luas areal fungsional seluas 4.250 89 Ha.

Untuk DI dengan luas areal dibawah 1000 Ha yang menjadi
kewenangan pemenntah kabupaten dibagl menjadi 2 yaitu DI pemerintah
meliputi 91 DI dengan luas areal potensial seluas 8.519,09 da luas areal
fungsional seluas 8 353,57 Ha dan Dl Permesaan meliputi 370 DI dengan
luas areal potensial seluas 9.837 66 Ha dan luas areal fungsional ssuas
8.91467 Ha.

Atas dasar hal tarsebut di alas, jumieh Cl di Kabupalen Danyumas
sehanyak 466 DI dangan luas areal potensial selugs 28.320.47 dan lues
areal fungsionalnya mencapal 26.334,98 Ha.

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Benyumes secara fisiogrefi tedetsk pads zona
pegunungan Serayu Utera zona Serayu dan pegunungan Serayu Selatan.
Zcna pegurungan Serayu Utara sebaglan besar terdulup cleh produk
endapan Gunung Slamet sedangkan pequnungan Serayu Selatan ditempati
aleh pagunungan lipatan yang memanang dari barat Laut — Tenggara mulai
dari Kecamatan Lumbir sampai dengan pegunungan i sekitar Ksbasen dan
pegunungan d sebelah selalan Banyumas. Antara pegunungan Serayu
Utara dengan pegunungan Serayu 3eiatan dipisahkan oleh zona depresi
lengintudinal memanjang dari baret Timur yang disebul zona Serayu. Zona
Serayu Selaten pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut
dalam, sedangkan zona Scrayu ditempati oleh endapan aluvium gunung
api.

Sungai-sungal yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas
mempunyal debll sekitar 45 456 342 m3har atau 16.591.564 830 m3Aahun
yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayy, Tajum, Kranji, Pelus,
Banjaran, Logaws serda sungalsungai kecll lainnya, sedangkan alr
permukaan yang berasal dar berbagal sumba mata air mempunyai debit
sekitar 974.462 Iiter/detiktabun.
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Curah hujan di Kabupater Eanyumas pada fahun 2006 rata-rata
sebesar 2579 mmiahun. Angka ini menunjukkan bahwa di wilayah
Kabupaten Banyumas memiliki curzh hujan yang cukup tinggi

Berdasarkan hasi paneliten Lembaga Penelitian Tanah (LPT]
Bogor tahun 1983 cdapat diketahui jenis tanah di Kabupaten Banyumas
terdapat 7 jenis tanah, yaitu Aluvial, Gled Humus Rendah, Regosol, Litosol,
Andosol, Latosol dan Poosolik

Kondisi Kimztologi wilayan Kabupaten Banyumas mempunyal iidim
tropis basah seperti umumnya wiayah-wilayah di Indonesia. Rata-rata subu
udara buanan 25.3°C, dengan suhu minimum ‘ercatat 24 4°C dan subu
maxsimum 30.8°C. Sedangkan curah hujan di wilayeh Kabupaten
Banyumas pada tshun 2006 reta-rate sebesar 2572 mmitahun, Angka inl
menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Banyumas memilki curah hujen
yarg cukup tinggi. Tingginya curah hujan ini diebabkan cleh «ondisi
geografis wiayah Kabupaten Banyumas yaitu terfetak di lereng Gunung
Slamet Beberapa daerah yang mempunysi curah hujan finggi adaiah
Kecamatan Baturaden dan hasil catatan stasiun penakar hujan Baturacen
yailu 4282 mmitahun, Kecamatan Sumpiuh dengan stasiun penakar huan
di Desa Kebokura 5662 mm/ tahun, stasiun panakar hujan di Desa
Bongangin 3.633 mmAahun dan stasiun otomats di Desa Sumpiuh 3 €71
mm/ fehun, Kecamaten Cilongok dengan stasiun penakar nujan 4 Desa
Cikicang 4,323 mm/ tahun,

Bencana alam yang ‘efjadi di wiayah Kabupalten Banyumas adaiah
bencana banjir dan gerakan tanah. Eencana banjir terjadi di wilayah selatan
Kabupaten Sanyumas, yaitu df wilayah Kecamatan Tambak, Kecamatan
Sumpiuh dan Kecamatan Kemranen. Bencana alam berupa gerakan lanah
yang teriadi di wilayah Kabupaten Banyumas lerdapat pada kawasan hutan
maupun pada lepi sungal dengan kondsi lahan ‘erjal atau pada loxasi tesjal
dencan curah hujan tinggi.

Bencana alam berupa gerakan tanah ini erat kaitannya dengan sifal
fisik lahan, sifat dan posisi batuan, struktur geclogi, keterialan, penggunaan
lahan serta kondisi keairannya. Daerah dengan seciman marin lempung dan
madan terjal banyak lerjad gerakan tanah Mineral lempung ini memilik sifat
plaster yaitu akan mengembang pada saat kekurangan air dan mengerut
pada saal jenuh air. Baluan ni diindih oleh baluan gunung api sehingga
pada daerah kontaknya sering tejadi longsoran. Daerah terjal dengan curah
hujan tinggi juga rawan ferhadap longsoran. Demikian halnya akdifitas
manusia seperli cut and fil (gali can timbun) lerhadap lereng juga
meningkatkan resiko tenah longsor.
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Penalaan Ruang

Tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas sebagai bagian dar tala
ruang wilayah nesional merupakan safu kesaluen ruang wilayah nasional
yang meliput ruang daral, udara dar lautan sebagal sumberdaya yang
harus dikelola secara Dijaksans, berdayz guna, berhasiiguna, secara
berkalanjutan deml terwujudnya kesejanieraan. Masyarakal Kabupaten
Banyumas felan menetapcan  Peraturan Daerah Nomor 18 lentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupater Ranyumas fetapi disadari
bersama bahwa penpelolsan penataan ruang belum dapal berjalan cengan
optmal. Kondisi tersebut ‘enaci  karena mncana tata ruang yang
marupeken matra ruang dari pembangunan daersh belum bersinergi
dengan rencana pembargunan lainnya, dan daya dukung lingkungan
terutama dalam keterkaitan dangan kerentanar terhadap bencana belum
mendapal perhatian yang cukup. Aspex keberenjutan sumberdaya alam
dan lingkungar masih belum diutamakan dibandingkan dengan kepentingan
ehcnomi Jangka pendek dan  kepenfingan sekipral. [ samping itu
pemahaman dan kesadaran akan perdunya pengendalian pemanfaatan
sumberdaya sesual dengan penalaan ruang oeh masyarakal masih relafif
rendan

Pertanahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Banyumas secara gans
besar dibagi menjadi 2 (dua), yatu tanah sawah dan tanah kering.
Penggunaan lahan untuk keglatan tanah kerng mempunyal porsi yang
cukap besar, yailu 9973756 ha afau 75,13% dan lotal wilayak di
Kabupaten Barnyumas sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan sawah
mempunya pors sebesar 33022 ha alau 24.87% dan fotal wilayah
Kabupaten Banyumas.

Dari lahan sawah seluas 31.958 226 Ha di Kabupaten Banyumas,
berdasarkan potensinye terbagl atas porsi lahan sawah benngasi teknis
seluae 10.037,023 Ha (31,40%), Irgasi setengah leknis seluas 6.385,388
Ha (19,98%), ingasi sederhana 4.287 628 Ha (1341%), igasi desa seluas
4179 B53 Ha (13,08%), dan Irigasl tadan hujan 7068335 Ha (22,12%)

Penggunaan |shan untuk kegialan perdotaan yang ditunjokkan uniuk
kegiatan pekarangan juga menunjukkan kondisi yang cukup dominan, yaitu
sebesar 19.066 ha atau 14,96% dari tolal wilayan di Kabupaten Banyumas.
Percgunaan lahan perkotaan ini berdokasi di pusat kegatan regional
(Kabupater). yaitu di Kota Purwckerio, berada di pusal kegiatan yang lebih
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rendah balk fingkst lokal (Kecamalan dan desa) dan pada lokasi stralegis
lain dengan dukungan kemudahan axsesibilitas dengan keberadaan
prasarana dan sarana transportasi,

Dilihat dan perkembangan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten
Banyumas selama kurun waktu 5 tshun terakhir, yaitu tahun 1996 - 2000
dapat diketahul hahwa pengounzaan lahan hutan rakyat dan penggunaan
lahan sawah pengairan sederhana merupakan jenis penggunaan lahan
yarg banyak mergalam| konversi [perubahan penggunaan lahan) di wilayah
Kabupaten Banyumas dan honsekwensinya penggunaan lahan il
mengaami penurunan luas lahan. Pengguraan lghan hutan rakyal
mengaemi perubahan rate—ata 4,25%/ahun sedangken penggunaan lehen
sawah pengairan sederhana mengalami konversi sebesar 3 59%Mtahun.
Sedangkan panggunaan lahan yang juga mengalam: konversi lahan tetap|
manunjukkan kecerderungan penambahan luas [ahan untuk penggunasn
lahannya adalah jeris penggunaan |ahan pekarangan, perksbanan,
penggembalEan dan legalan.

Perkembangan penggunaan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten
memberkan informasi batwa jenis penggunaan lshan yang banyzk
mengaiami perubshan lshen menjadl jenis penggunan lahan lain adaieh
sawah dan hutan rakyat, Sedangkan enis penggunaan lahan yang banyzk
malakukan infasi atau merubsh penggunaan lahan lain adalsh jens
penggunaan lahan pekarangan, perkebunan dan penggembalaan. Proses
invasi dan konvers| lahan di wiayah Kabupsten Banyumas diperkirakan
terjadi pmses perubahan penggunaan lzhan sawah atau hutan rakyal
menjadi penggunaan lshan perkoizan, seperli perumahan, industi,
persantoran dan lainain yang dalam hal inl ditunjukkan dengan
penggunaan lahan pekarangan atau menjadi penagunaan lahan tegalan dan
penggembalaan, Proses ni merupekan proses berdasarkan keidah alamieh
atau proses pasar (market), dimana terjadi perubahan penggunaan ishan

dan panggunaan lahan yang kurang produkiit sepertt menjadi penggunaan
lahan yang labih produktil.

4. KONDIS| EKONOM DAERAH
a. Perkembangan Ekonomi
Secara umum kondis! Perskonomian Kabupaten Banyumas telah
mengarah pada kondsi yang lebih baik. Hal tersebul dilunjukan dengan
perkembangan PDRE Tahun 2001-2006 selalu mengalaml kenaixan.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas fahun 2006 mengalami
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kenaikan dibanding lahun sebelumnya, yailu shun 2006 sebesar 4,48 %
sedangkan tahun 2005 mencapai sebesar 321 %.

Dai 35 Ksbupatenfdota di Jaws Tengah PDRE Kabupaten
Banyumas stas dasar Harga Konstan pada tshun 2005 menduduki
peringkat 12. Kemudian bila dilihat dari 35 Kabupaten/Kota d Jawa Tengeh
PORE Katupaten Banyumae atas dasar Harga Beraku pada tahun 2005
menduduxi perngkat 11,

Perekonomian Kabepaten Banyumas mash didubung oleh sektor
pertanian, yang rata-rata menyumbangkan 2167 persen dari PDRB
Kabupaten Banyumas Disamping seklor peranian seklor industr, sektor
perdagangan dan sekior jasajase merupakan penyumbang yang cukup
besar tarhadap PORD Kabupaten Banyumas.

Beberapa  sektor ekonomi  yang  kontrbusinya  terhedap
perkembangan PORB Kabupaten Eanyumas dan tahun 2002 - 2006 selalu
menngkat yailu seklor listrik, sekior perdagangan dan sektor keuangan.
Sedang sekior yang cenderung mengalam| penurunan peranan terhadap
PDRE Kabupalen Banyumas diantaranya sekior perianian. Walaupun
seklor peranian  sumbangannya cenderung menurun, fetapi masih
merupakan seklor yang dominan di Kabupaten Banyumas. Secara umum
dencen berkurangnya kontrbusi seklor peranian, menunukkan bahwa
struktur ekonomi Kabupsten Banyumas terdapat kecenderungan mulai
bergesar dari perekonomian agraris menjadi pardagangan dan jasa-jasa,

Dalam kurun wakiu lima tshun lerakhic di Jana Tengah, sektor
industri pengolahan masih merupakan sekicr yang menad andalan
terbesar. Selarjuinya yang memberikar sumbangan tesbesar setelan sektor
industri pengolahan adaiah sekior perdagangan, hotel dan restoran dan
seklor pertanian. Secara umurn dalam lima lahun lerakhi ldah ledadi
pergeseran struktur ekonomi yang berarti,

Pertumbuhan ekonomi  Kabupaten Banyumas dapat  diihat
berdasarkan perhitungan PDRE Habupaten Banyumas etas deser harga
konstan. Pertumbuhan ekonomi tahun-tahun laiu merupakan dasar untuk
manghitung pertumbuhan ekonomi yang akan datang dan merupakan salah
satu tolak ukur keberasian pembangunan caerah dan aspek ekonomi.
Selama Perode tahun 2001-2006 pertumbuhan  ekonomi Kabupaten
Banyumas berkisar 1.13 sampai 4.48 persen, dengan laju pertumbuhan
tertinggi terjadi pada tahun 2002.

Dibandirg dergan Provinsi Jawa Tengah perumbuhar ekonomi
Kabupaten Banyumas masih rendah rata-rate dad tahun 2002-2006 uniuk
Jawa Tengan sebesar 4 65 % sedang Kabupaten Banyumas 3.35%.
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b.

Sacara sekioral, selama periode tahun 2002-2006 semua sektor 4
Kabupaten Banyumas lsju pertumbuhannya berfluxiuasi. Sektor yang
pertumbuhannya paling berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan
adalan seklor pertanian.

Sekior keuangan perkembangannya sangat baik, yakni menempat
laju pertumbuhen ferlinggi kedua. Hal ini didukung karena semakin banyak
bank-bank umum yang membuka cabang dan beroperasi di wilaysh
Purwokerto. Sedang<an Jawa Tengah untuk Tahun 2002-2005 hampir
seluruh sektor ekonom) sudah menunjukkan pertumbuhan kearah positt,
kecuali sektor jasa-jasa dan seklor pertanian,

Pada tahun 2006, sekior keuangan mengzlami periumbuhan yang
paling besar (6,87%), sekior perdagangan (6,72%) dan disusul sekior jasa-
jasa (€,70%) Sedangkan sekior industi merupakan seklor perfumbuhan
terendah yaitu 3,24%.

PDRE Perkapita Kabupaten Banyumas dari Tahun 2002 - 2006 terus
mengaiami penngkatan, Tahun 2002 PDRE perkapile etas dasar harga
beraky sabesar 2625967 rupiah, tahun 2006 menjadi sebesar 4,150,760
rupiah. Sedangkan PDRE per kapita alas dasar harga konstan tanun 2002
sebesar 2.163.321 rupiah, tahun 2006 merjadi sebesar 2.427 §74 rupiah,
Pendapatan perkapita Kabupaten Banyumas tahun 2005 atas dasar harga
berlaku menempali urutan ke 26 dan 35 Kabupaien/<ola di Jawa Tengah.
Pendapatan perkapita Kabupaten Banyumas tahun 2005 atas dasar harga
konstan menempati urutan ke 27 dari 35 Kabupaten/Kota 4 Jawa Tengah,

Inflasi

Tingkal inflasi Kota Purwokerio sejak Januan sampai dengan
Desembar 2006 tercatal sebesar 8,45% atau lebih tinggi dibandingkan
dengan laju nflasi naslonal 6,60%, namun jauh leblh rendah dinanding
ingkat inflasi Kola Purwokerio pada periode yang sama fahun ssbelummya
sebesar 14,54%.

Perbankan

Perkembangan jumigh perbankan di Kabupaten Banyumas cukup
banyak baik dilihat dan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat ( EPR )
yang meliputl Kator Fusat Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembaniu,
Kantor kas dan BRI Linit. Perkembangan jumiah perbankan di Kabupaten
Banyumas meningkat tajam dar 104 buah Bank Umum dan BPR pada
tahun 2002 menjadi 126 pada tahun 2006 yang terdii dan kanior pusat
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Bank Limum ada 30 unil, kanlor cabang 20 unil, kanior cabang pembaniu
22 unit, kantor kas 13 unit dan BRI Unit 41 unit

Penghimpunan dana masyarakal yang ercalal pada Bank Indonesia
Purwokerto, yang meliputi dana Rupiah dan Valuta Asing pada akhir tahun
2006 sebesar Rp. 2.757 (35.000.000,- (melputi giro Rp.330.148.000.000 - ;
Simpanan  befjangka Fp.1 145.678.00000C, ; dan Tabungan
Rp.1.291,209.000.000,-) atau naik 16,35 % dibanding tahun 2005 dan kradt
yang diberikan sabesar Rp.1.972.174.000.000 .. atau nak 1577% darn
tahun 2005 , sehingga terdaoal surplus dana sebesar Rp.794.861.000.000 -
Difhat dar wotal pengnimpunan dana, Kabupaten Banyumas menduduki
peringkal ke 6 sementara penyaluran kredil peringkat menjadi 5 se Propinsi
Jawa Tengah tahun 2005.

Industri

Dalam kurun waktu lima iahun terakhir di Kabupaten Banyumas,
sakior industn kecl masih merupakan industri yang terbanyak / andalan
dengan jumiah unit usaha sebanyzk 41.119, indsutn sedang sebanyak
13.159 unit usaha dan Indusir besar sebanyak 70 unit usaha,

. Pariwisata

Kegiatan panwisala Kabupalen Banyumas telah berlangsung puluhan
tahun yang lalu. Ada 10 obyek wisala yang sudah berjalan yaitu Lokawisata
Baturaden, Kalibacin, Curug Cipendok, Wana Wisata, Pancuran Tiga,
Fancuran Tujun, Telaga Sunyi, Buml Perkemahan, Curug Gede, Curug
Ceheng, Museum Wayang, Museum Panglima Jenderal Soedirman, dan
Taman Rekreasi Fatmaba Ajibarang.

Tingkat kunjungan wisata i Kahupaten Eanyumas dari iahun 2000
sampal dengan 2006 berflukluasi, tingkal kunjungan lerfinggi lercalal pada
tahur 2000 yang mencapai jumlah 312 233 orang dan tahun 2006 dengan
jumleh pengunjung €05.415 dengan Pendapatan dad Pajak / Retdbusi
Pariwisata 1shun 2006 sebesar Rp. 3,166.320.857 dengan pertumbuhan
rata-rata Wisalawan Nusantara §,37 % dan wistawan mancanegara 7,89 %.

Untuk mendukung sekior pariwisata di Kabupaten Banyumas
terdapat 159 hotel yang terdin hotel bintang tiga sebanyak 5 birtang satu
sebanyak 1 sisanya melat sebanyak 152. Disamping itu terdapat Restoran
dan Rumah Makan sebanyak 317, Bm Perjalanan Wisala sehanyak 15,
Usaha Rekreasi dan Hibutan Umum ( Diskolik ) sebanyak 5,
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F.

Perdagangan

Sektor perdagangan sumbangannya terhadap PDRE Kabupaten
Banyumas cenderung nalk. Hal Inl didukung dengan adanya sarana
perdagangan pasar bradisional 21 buah, pasar local 122 buan pasar
swalayan 21 buah, Mal / Piasa 1 buah.

Jumlah Pengusaha Perdagangan terdii dar Perdegangan kecll
12,987 tuah, Perdagangan Menangah 936 buah dan Perdagangan bosar
9d buah.

Koperasi dan UKM

Per<embangan koperas' di Katupaten Banyumas mengalami
kemzjuan yang cukup menggembirakan pada periode 2004 — 2006, jica
divkur dengan jumlah koperasi, jumish anggola, aidiva [ modal ) dan
volume usaha Ferlumbuhan jumlah koperasi meningkat darl 423 unit tahun
2004 menjadi 442 pada tehun 2005 Jumiah angota koperasi tehun 2004
sebanyak 105.227 orang meningkal menjadi 105.026 crang pada tahun
2008, volume usaha meningkat tahun 2004 sebesar Rp. 133 266,000,000,
menjad Ko 135.774.000.000- pada tahun 2005. Sisa Hasll Usaha
mening<al dar Rp  2.592.000.000- tahun 2004 menjadi Rp.
3.089.000.00C,- pada tahun 2006

Pertankan

Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi tumpuan hidup
sebagien besar masyarakal Kabupaten Banyumes. Perekonomian
Kabupaten Banyumas juga masih didukung oleh sekior perfanian yang rala-
rata menyumbangkan 2157 persen dan PDRE Kabupaten Banyumas.
Sebagai sekior yang mendukung ketananan pangan perkembangan seklor
pertanian selama 5 tahun mengalami perkembangan vang refatf kecl|
Perianian dalam arii luas meliputi periznian tanaman pangan, hortikulua,
petemakan, perkanan dan perkebunar,

Komodilas ulama sub sekion peranian tanaman pangan adalah padi,
jagurg dan xedelal, Produksl padi maupun beras selame 5 tahun masih
surplus dimana produksi pace tahun 2003 mencepal 215487 kg dan
konsumsi 173610 kg sedangkan pada tahun 2006 produksi beras 196,809
dan konsumsi 175940 kg namun cenderung menurun sedang«an jagung
dan kecelai masih mangalami minus produksi.

Untuk sub sektor paternakan hampir saluruh jenis \emak mengalami

penurunan populasi sapert| sapl potong pada tahun 2003 populasinga
18.210 ekor namun pada tahun 2008 menurun menjadi 13241 ekor,
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Kambing pada tehun 2003 sejumizh 224 806 ekor menurun  menjadi
214 878 ekor pada tahun 2006 demikian juga dengan ayam buras pada
tahun 2003 1.363.817 menurun populasinya pada tahun 2006 menjadi
1.160.952 ekor pada tahun 2006,

Perkembangan di sub sektor perikanan produksi hasil perikanan
tahun 2002 sebesar 122386.103 Kg meningkat menjadl 142.352.048 kg,
konsumsi protein hewani asal temak rata-rata 4,762 grikap/v, ikan 3,1
@rikapmr dan masih berada di bawah standar nasional yang mencanal 6 gr
grikapmr dan 9 gramvkap/hr.

Sementara di Sektor Perkebunan komoditas karet mengalami
perkembangan yang cukub baik, pada tlahun 2003 luss areal 68 ha dengan
produksi 0,26 fon menjadi 111,650 ha pada tahun 2006 dengan produksi
9,53 ton sementara komoditas yang lain separti teh, kopi lada, tembakau
dan vanii relalif st2bil. Hutan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas
terdin atas hutan negara yang dikelola cleh Perum Perhutani dan Hutan
Rakyat di luar kawasan nutan negara. Luas hutan negara mencapai 28.384
ha lerdiri atas hutan produksi 13 468,60 ha dan hutan lindung 9.515 20 ha
sedangkan hutan rakyat mencapa 19.405,042 ha Produksi hasil hutan
meliputl kayu bulal, kayu olshan, rotan mavspun demar. Luas lahan krilis
cenderung mengalami peningkatan sejax tahun 2003 dimana pada tahun
2003 was lahan kritis mencapal 15,755 ha pada tahun 2006 mencapai
17.000 he. Adapun penanganan lghan krilis baik secara raguler maupun
melziui gerakan rehabilitasi hulan dan lzhan selama 5 tahun telah mencapai
6.524 ha yang berarti terdapat ketdaksaimbangan antara rehabilitasi hutan

dan penebangan hutan,

Pertambangan dan Energi

Kabupaten Banyumas diihal dari segl geologi merupakan daerah
yang mempunyai berbagal macam bahan galian, terulama bahan galian
golongan C. Batuan beku dan batuan sediment lersebar merata di sefuruh
Wilayeh Kabupsten Banyumas sehingga sangat potensial  untuk
pengembangan jenis usaha penmambangan bahan gaflan golongan C.
Adapun potens! lersebut antara (ain :
a. Phospat dengan cadangan 236.054 ton di Desa Darmakradenan Kecamatan

Lumbsrdan 520 870 ton di Desa Sawangan Kcamatan Kebasen

b. Baw gamping cadangan A42.161173 ton d Desa Darmakradenan

Kacamatan Ajiharang
c. Grancdiont dengan sadangan kesaluruban 36,848,249 on
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d. Bau temple ( Andesit ) dengan cadangan 310.000 fon di Kecamatan
Kedungbenteng dan Pekuncen
e, Andesit Homblende dengan cadangan 20138874 ton di Desa Melung
Kacamatan Kedungbanteng dan
{. Boborapa wieyah mamilk potensl batuan Basalt, Kaolin, Tarah lat, Oker,
Trass, Pasir, Batu pasir, Sifu, Tanah urg
Sampai dengan tahun 2007 jumiah Desa | Helurshan berbstrk di
Kebupaten Banyumas telsh mencepa 100 % ( 332 Desa | Kelurahan |,
namun Rasio Clektifikasi (| RE ) atsu penduduk yang bedisink beru
mencapai €8,182 % ertinya sekitar 252 910 KK / Rumah tangga yang baru
menikmati listik dan umish penduduk Kabupaten Banyumas sekilar
388,004 rumah tanggs atau sekitar 135.093 rumah tangga ( 34,818 % )
yang belum menikmati listrik. Jumiah grumbul yarg delum menikmat listrik
sakitar 515 grumbul

limu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pergetahuan dan teknologi
di Kabupaten Banyumas didukung oleh keberadean Perguruan Tinggl di
Kabupaten Baryumas. Perguruan tinggi di Kabupalen Banyumas sebagai
lembaga yang dinarapkan mampu mergembangkan leknologi dalam rangka
penirgkatan kesejahteraan masyarakat felah mengalami perkembangan
saring dengan berkembangangnya lembaga pendidikan tersebut, namun
demikian pengembangan iimu pergelahuan dan leknologi masih belum
selerd  dengan  perkembangan  fmu  pengetabuan  dan  lekoologi
internasional

Secara umum, perkembangan Imu pengetahuan dan leknoogi masih
belum dimarfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten
Banyumas. Namun beberapa bidang iimu pengetahuan dan taknologl yang
telah menunjukan peningkatan pemanfaatannya adalah bidang teknologi
informasi dan telexomunikasi. Bercembangnya teknologi telpon seluler
membearikan pengaruh yang cukup baix dalam perkembangan sekior-sekior
lain di hidang ekonomi dan sosial budaya Penyelenggaraan pemerintahan
di Kabupalen Banyumas telah mampu memanfagtan perkembangan
teknclogi informasi khususnya dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan
pendidikan, meskipun mesih perlu dilakuken peringkatan lebih lanjul.
Mekanisme perdagangan telah menggunakan |asa texnologi informasi untuk
mempamudah  pelayanan dan mempercepal proses  lransaks
perdagangan.
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3. KONDIS| PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA DAERAH
a. HKependudukan

Laju pertumbunan penduduk Kabupaten Banyumas semakin menurun
sedangkan penduduk usia muda dengan prosentase anak dibawah 15
tahun masih cukup tinggi, yaitu tahun 2006 sebesar 26,28% dan penduduk
lanjut usia (usia 65 tahun ke atas) hanya sebesar 7,17% sehingoa rasio
beban ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Banyumas menjadi
50,25%, yang berarti setia 100 orang produktit (usia 1564 tahun) akan
menanggung sekitas 50 oreng yang dianggap belum produktf (usia di
bawah 15 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Penduduk Kabupaten Banyumes secare berwrut-urut sejak tahun
2002 sampai dengan 2006 mengalami periumbuhan penduduk menursn
yaitu tanun 2002 jumiah 1.509.367 jwa, 2003 beumiah 1.£24.901 jiwa atau
bertambah 1,0187 % | tshun 2004 barjumiah 1.538.285 jiwa atau bertambah
0,8701 %,; tahun 2005 berjumiah 1 545299 jiwa atau bertambah 0,4539 % ;
tahun 20068 berdumlah 1552252 jwa atau bertambah 04478 % dan
diharapkan pada fahun 2007 perambahan jumiah penduduk Kabupaten
Banyumas tidak lebih dari 04479 %. Laju pertumbuhan penduduk yang
semakin menurun inl, karena semekin meningkatnya kesadaan mesyaraket
Kabupaten Banyumas terhadap pentingnya program Keluarga Berencana
dan tingka! pendidikan masyarakat yang semakin membaik dan umur
perkawinan yang semakin linggi yailu 22 tahun pada tahun 2002 menjadi 24
tahun pada tahun 2006.

b. Pendidikan

Salah salu Program Pemerintah di bidang Pendidikan adalah
pelaksanaan Wajlb Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang terdid atas &
tahun di tingkat Seko'eh DasarMadrasah Ibtidaiyah dan 3 tahun di fingket
Sekolah Lanjutan Tingkat FPeriamaMadrasah Tsanawiyah. Dalam
penuntasan waijib dikdas 9 tahun periu ditempuh berbagal cara agar semua
anak usia 7 — 15 tahun dapat tertampung disekclah.

Berdasarkan data tahun 2006 daya tampung TK menunjukkan
bahwa dari sejurmlah 657 TK yang ada, dapal menampung 24.025 siswa
dengan jumiah rombel 872, sedangkan jurlah penduduk usia 56 tahun
57,233 jiwa, sehingga perlu menambah daya tampung untuk 35.433 siswa.

Daye tampung SDM| menunjukkan bahwa dari 882 SD dan 171 MI
yang ada maka sarana SDMI lersebul cukup, karena dan 176.540 siswa
SDMI terbagi menjadi 6.833 rombel sehingga tiap rombel rala-rata 28,92
anak Jumlah penduduk usia 7 — 12 [ahun sebanyak 162 BES jiwa. dangan
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APK 10924 % dan APM 98 EC %. Dengan demikian finggal dimotivas!
untuk memperbesar daya serap.

Daya tampung SMP/MTe menunjukkan bahwa jumiah ruang belgjar
yang ada di SMP/MTs adalah 1.961 ruang, Adapun jumish siswa SMP/MTs
sebanyak 75.954 siswa terhagi menjadi | 896 ombel, s2ningga fap rombel
reta-rata 40,0€ anak Dar 75.954 siswa SMPMTs yang berusia 13 - 15
tahun sebanysk 54457 anax. sedangkan jumlah penduduk usia 13 - 15
tahun sebanyak 35586 orang, usia sekolah yang belum tetampung
sebanyak 9.532 crang.

Dengan ketzrsediaan Ruang TK yang sebanyak 733 ruang dan
kebutuhan ruang sebanyak B/2 ruang maxa terdapat kekurangan sebanyak
134 ruang. Keterseciaan ruang untuk SO ruang sebanyak 5753 ruang, dan
kebutuhan ruang sebanyak 5606 ruang, dengan demikian tidak terdapat
kekurangan ruang. sedangkan ketersediaan ruzng untulke M sebanyak 1 000
ruang dan kebutuhan sebanyak ruang 1.026 ruang, maka lerdapal
kekurangan sebanyak 25 ruang. Hetersediaan ruang untuk SMP/Mis
sebanyak 1.981 ruang, dan kebuluhan ruang sebanyak 2,140 ruang, maka
terdapal kekurangan sebanyak 179 ruang.

Kerusakan Gedung/Ruang SD terdzpat 1.650 ruang rusak berat dan
1.689 ruang rusak ringan yang peru segera diperbaki sedangkan MI
lerdapat 122 ruang rusak berat dan 203 ruang rusak ringan yang perl
segera diperbaiki, SMP/MTs terdapat 92 ruang rusak bacat dan 184 ruang
rusak fingan yang peru segers diperbaiki

Keadsan dan lokasi sekolah yang ‘ersebar di 27 kecamatan
menunjukkan bahwa unituk SD dan M berjumiah 1,053 cukup merata; SMP
dan MTs berjumlah 179 cukup merala; SMA, SMK dan MA berjumiah 100
penyabarannya belum bagitu merata khususnya SMK Negeri.

Untuk jenjang perdidikan SD/MI Angka Partsipasi Kasar (APK)
sebesar 109,24% dan Angka Partisipasi Mum( (AFM) sebesar 98 80%;
untuk jenjang pendidikan SMPIMTs/SMPT Angka Partisipasi Kasar (APK)
sebasar 89 50 % dan Angka Partsipasi Mumi (APM) sebesar 76,63% untuk
jenjang pendidikan SMA/SME/MA Angka Parisipasi Kasar (APK) sehesar
48,42 % dan Angka Partisipas: Murni (APM) sebesar 37,53 %

Pede Tehun 2002 angka melek hurf di Kabupaten Banyumas
sabanyak EE.6 % dar jumlah penduduk dan peda tahun 2005 meninghat
menjadi 933 % dan jumiah penduduk. Dengan demikian masyarakat yang
lkut melaksanakan pendidikan semakn meningkat.
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G. Hesehatan
Keberhasian dalam  penerapan  hidop bersh dan sehat di
masyarasal dapat diukur dani berbagai indkalor, dan lercemin dalam
meningkatnya derajal kesehatan masyarakat Pada lahun 2006 capaian
indikalor tersebul antara lain :

1. Angks kematian ibu sebesar 86 13/ 00.000 Kelahiran Hicup;

Z. Angha kematan bayl sebesar 10,35/1.000 Kelahiran Hicup.

3. Swius gizi belila urtuk gz buruk balta (pergukuran berdasar berat
badan/tingg! badsn) B2, gizi kurang 5582 gizi baik 79.191, gizi labin 2.408.

4. Angsa kesakitan malaria (API) sebesar 0,17/1 000 penduduk dengan jumiah
penderita sebanyak 246 kasu ; Anga Kesakitan DBD (IR) sebesar 20/100.000
penduduk dengan jumiah pendenta DBD sebanyak 120 kasus ; Angka
Kesakilan TB Paru sebesar 34/100.000 panducuk dengan jumish perdevita TR
Paru sebanyak 533 kasus : HV jumiah penderta sebanyak 123 | Angks
Kesakitan Pnemonie sebesar 283/100.000 penduduk dangan jumiah panderta
premucnia sebanyak 4,371 sedangkan diare sebanyak 30,841

Angka kematian ibu dan tahun 2005 menunjukkan penurunan dari
12556 per 100.000 kelshiran hidup menjadi pada tahun 2006 sebesar
9513 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini disebabkan ssmakin
meningkatnya kesadaran ibu akan kesehatan

Angka kematian bayl darl tahun 2005 menunjukkan peningkatan
dari 2,43 per 1000 kelahran hidup menjadi pada tahun 2006 sebesar 10.35
oer 1000 kelahiran hdup. Hal ini diakibatkan antara lain keterlambatan dan
status gizi ibu yang kurang baik Angka harapan hidup penduduk Kzbupaten
Sanyumes tahun 2005 sebesar 69,40 tahun kemudien meningkat menjadi
69,50 lshun pada fahun 2006. Semakin tinggi usla harapan hidup
mencinkan meningkainya kualilas hidup masyarakat

Penalong kaiahiran pertama yang ditangani oleh dokier, bidan dan
dukun darl tahun 2005 manunjukkan perubahan yang semakin baik. Pada
tahun 2005 penolong kelahiran pertama oleh dokter sebesar 3,90 % dan
tahun 2006 meningkal menjadi sebesar 11,87 % | sedangkan oleh bidan
tahun 2005 sebesar 51 10 % dan pada tahun 2008 meningkal menjadi
sebesar 69,20 % dan cleh dukun tahun 2005 sebesar 43,71 % pada tahun
2006 menurun menfadl 18,93 % Perubshan yang semakin balk il
dikarenakan pemahaman masyarakat akan keschatan anak dan tingkat
resiko axibat kelahiran semakin maningkat |

Begitu juge penclong kelahiran fterakhir oleh dokler, bidan dan
dukun dari tanun 2005 menunjukkan perubahan yang postif. Penclong
kelahiran terakhi- yang ditangani oleh doxter sebesar 4,38 % cen tahun
2008 meningkal menjad| sebesar 11,50 % | sedangkan pleh bigan tahun
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2005 sebesar 62,22 % dan tshun 2008 meningkat 70,67 % ; dan Dieh
dukun tahun 2005 sebesar 30,80 % , pada tahun 2005 menurun menjadi
16,65 %.

Ketenagakerjaan
Jumiah pencai kerja vang tordafer tahun 2006 untuk laki-laki

11.863 orang dan perempuan 9431 orang Jumigh peluang kerja di
Kabupaten Banyumas menurut sektor adalah sektor pertanian 950 orang,
sektor industrl 2801 orang, sektor perdagangan ©.992 crang, dan jasa-asa
3.856 orang

Tingkal pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas pada tahun
2006 adalah sebesar B 36%. Jumlah pengganggur lerbuka, untuk laki-laki
6.48% dan perempuan 8,14%.

Kemiskinan

Jumish Penduduk/Rumah Tangga Miskin [RTM) Kabupaten
Banyumas dari tahun 2001 sampal dengan tahun 2004 mangalami
penurunan , sedangkan tahun 2005 dan 2005 mengalami kenaikan. Jumiah
penduduk miskin fahun 2001 sebesar 468 936 jlwa atau 382 % | tahun
2002 sebesar 336 800 jiwa alau 32,18 %; tahun 2003 sebesar 322 773 jiwa
atau 21,5 %; tahun 2004 sebesar 325.200 jiwa atau 21,48 % ;

Jumish Rumah tangga mskin tahun 2005 sebesar 175.570 RTM
atau 4236 % dan tBhun 2005 sebesar 175514 RTM atau 42,32 %.
Kengikan jumiah Rumah Tangga Miskin (RTM) tshun 2005 dan 2006
sebagal dampak dan adanya 2 kali kebijakan pemerintah menaikkan harga
Bahan Baxar Minyak (BBM)

Pemerintahan

Sejax dicanangkannya Kabupalen Banyumas sebagai perconionan
olcnomi  daeran  lelah memberikan perubshan dalam  bidang
penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan  maupun  bidang
kemasyaraketan. Tujuan utema penyelenggaraan otonomi daerah adalah
meningkat<an palayanan public (pubfic service), pemberdayaan
masyarakat kemandinan daerah dan memajukan perekonomian caerah
guna terwujudnya kesejahleraan masyarakat Hal tersebul tercermin
melalsi  peningkatan perisipasi masyarakat dalam  pelaksanaan
pembangunan, bak dalam pioses perencanaan, pelaksanaan dan evaliasi

pembangunan.
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Pelaksanaan otonomi daerah juga diimbangl dengan pelaksanaan
olonomi desa sacara nyata dan bertanggungjawab,sebab penyelenggaran
pemerintahan desa merupakan baglan yang tidax terpisahkan darl sistem
penyelenggaraan pemerintaban daersh Hal ini fzrcermin calam pembenan
baniuan yang bersifal stimulan maupun dalam bentuk bock grant melaiui
alokasl dana desa (ADD).

Perubanhan paredigma otonom: deerah ditunjukkan pula adanya
good govemarce, yang membawa konsekuensi adanya kelerbuxaan
dalam setap kebijakan pemerinigh, akuntablitas public, aparatur yang
bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mencapai
lujuan fersebut dibutuhkan suaty mekarisme penysienggaraan sisliem
pengawasan intemal dan ekstermal (masyarakat) yang profasional

Oleh karena il kelembagsan pengawasan inlemal juga perly
diberdayakan selgku aparst fungsicnal yang satiap saat bisa digunakan
oleh Pemeninish Kabupaten Esnyumas. Unit pengawassn inl secara
operasional dapat membantu tugas-tugas pemerintah daersh secars
simullen dan kentinyu dengan memparhatikan nilai-nilai dan budaya lokal
dalam panyelenggaraan pemerintahan,

Fungsi Pemerintah Daerah sebagal aparatur pemernntah dalam
melayanl masyarakst dharapkan leblh dinamis sesual dengan
perkembangan  kehidupan masyarskal yang  ditunjukkan  dengan
peningkalan pelayanan prima secara nyata, walaupun hal lersebul belum
lerpenuhi.

Dalam kontek penanganan perizinan, kelembagaan penanganan
perizinan ‘elah dilakukan oleh KPP (Kantor Pelavanan Perizinan dan
Investasi), namun kompleksitas dalam berbagai hal lentang perizinan
mash diperiukan terobosan-lerobosan baru agar pelayanan parizinan bisa
lebih efektil dan efisiern.

Delapan jenis perizinan dari £ bidang (pariwisata, parambangan,
perfanian dan perbubungan) yang Ieizh dicenmali lebih  meodalam
menunjukkan dari sisi dasar hukum perfu dilakukan revisi, dani sisi sistem
dan prosedur perlu dikaji kemball tentang bagaimana agar bisa sederhana,
dari sisl durasi peru dibuat standar pelayanan, demixian juga perdu
peningkatan penguatan kewenangan kelembagaan,

g. Politik
Tujuan pembangunar bidang politk Kabupatan Banyumas adzkah
terciptanya stabiitas politk yang kondusit bagl terselenggaranya
pembangunan di sagala bidang, dengan menciptakan kehidupan politik

Program inalficaif 2005 22



yang dinamis serfa mampu mengakomodasikan secara mahsimal setiap
kepeniingan dan kebutuban rakyal di daerah.

Stahilitas politk di Xabupaten Banyumas secare umum relatf
xondusif namun dengan dinamika politk yang fluktuatif, hal inl dsebabkan
banyaknye paria politik peserta Pemilu 2004 (23 bueh), Parpol baru (8
buah), Ormas (173 buah), LSM (137 buah), belum dapal mengakomodasi
aspirasi rakyat secara optimal, sehingga di wilayah sering diemui adanya
konflic antar elt partal, belum beralannya etika politik, rendahnya
kesadaran dan partisipasl politk dan  menurunnys rEsa
nasionalismefkebangsaan masyarakat yang dapat mengganggu persaluan
dan kesaluan di daerah.

h. Keamanan dan ketertiban

Di era reformasi dan globalisasi dewasa ini, kehidupan masyaraket
berubsh dengan sangat cepal merambal masuk dalam kehidupan
masyarakat kita yang didukung oleh pesainya sarana prasarana informasi
dan ftransporiasi. Kesemuanya inl periu diantisipas' karenz axan
hamengaruh padz kondisl di bidang ketentzraman dan keteriban umum.
Perkembangan  sissl  polik  dan  kebfahan Pemerintan i lingkat
pemerintah pusat sering kali berimbas pada eskalasi kerawanan di bidang
sosial serta di bdang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum ci
daergh, Euforia reformasi ilu sendiri jika tidak lerkendal daoat mengarah
pada tindakan dan perilaku anarki.

Dalam era ctonomi daerah, kepada Pemerintah Dasrah diden
kesempatan dan ksleluasaar untuk menvelenggarakan otonemi daerah,
yang mendorong Pamerintah Daerah untuk lsblh  membemayakan
masyarakal, menumbuhkan kreativitas serfa meningkatkan peran sera
mesyarakal untuk dat berupaye mewujudkar ketertiban umum dan
selenteraman masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari partisipasl masyarakaet
untuk ikut berupaya mewujudkar ketertiban umum dan ketentsraman
masyarakat serta penegakan peraturan daerah sehingga dapal tercipla
sualu kondisi yang tenteram, tortib dan aman,

Beberapa cortoh permasalshan di bidang sosial di wilayah
Kabupaten Banyumas yang |mplikasinya berpengaruh pada kendisi
kelenteraman dan ketertiban umum, seperti munculnya usaha kaki lima
Hlegal dengan menggunakan troloar dan badan jatan, timbulnya bangunan
tidak memiliki izin, tempal usaha yarg tidak memilki lzin Gangguar,
eklame liar, kebersihan, tawuran pelajar, peredaran obat-obal lerlarang
dan minuman keras, perjudian serta masalah orang-0rang penyandang
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masalah kesejahteraen sosial (PMKS) seperi pengemis, gelandangan,
anak jalanan dan pekerja seks komersial, Belum [agl masalah unjuk rasa
yang mangarah pada pemaksaan keherdak yang di luar horidor hukum
dan sebegainye. Kesemuanya ini peru dican solusi pemecahannya yang
dalam pelaksanaannya harus dilakukan dergan bijaksana sera tetap
mengacu pada ketentuan yang beriaku.

Pemuda dan Olah Raga

Akfivitas pembinaan olah raga dharapkan dapal meningkatcan
prestasi dan kebanggaan daerah yang selama Ini telah relatif diperhitungkan
dalam kancah olah raga tingkat regional maupun nasional, Fada Pekan Clah
Raga Nasional (PON) XV di Sursbaya atet Kabupaten Banyumas yang
tergabung dalam Konfingen Jawa Tengah telah berhasil menyumbangkan
madali . Demikian pula pada PORDA ke Xl ¢i Semarang pada tahun 2005,
Kabupaten Banyumas berhasil mencapal uara |l dengan mengumpuikan 72
medal amas, 50 medall perak dan 42 medall perunggu.

Pemberiayaan generasi muda melalul Karang Taruna dalam rangka
mewujudkan kualitas dan melembaganya Kararg Taruna yang berperan aktil
dalam membaniu menangani kegiatan Usaha Kesejahleraan Sosial (UKS)
cleh pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan scsial masyarakat. Kondisi
Karang Taruna sesuai dengan kileria Masifikesi strale Karang Taruna

adslah sabagai berikut :

o Karang Taruna dengan klasifikasi Tumbuh sebanyak 316 paguyuban
Karang Taruna

o Karang Taruna dengan kiasifikasi berkembang sebanyak 11 paguyuban
Karang Tanna

o Karang Tarung dengan klasifikasi maju sebanyak 2 paguyuban Karang
Taruna

o Kareng Taruna dengan klasifikesi berprestasi sebanyek 2 paguyuban
Karang Taruna

Kebudayaan

Pembangunan  kebudayaan  merupakan bagian  dari
pembangunan  suprastrukiur  sekaligus  nirastrukdur  yang  maipui
optimalisasi kinerja kognitif, afextl dan psikomotorik  manusia.  Sebab,
kebudaysan adash jaringan makna yang dirgjul oleh marusia dalam
hidupnya. Segala macam nilai yang dimaknai sebagai hal penting datam
kehidupan manusia masuk kedalam xoridor kebudayaan sistem ideclogi,
sistem politk, sistem ekonom:, sislem pengetshuan, sistem mata
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pencaharian, sisiem kepercayaan, sistem sosial dan lain-lain. Semua fu
tumbuh dan berkembang sesuai dangan kepentingan sebap kelompok
masyarakal dalam menyikapi diri dan lingkungan mereke dalam wacana
prases kebudayaan,

Proses kebudayaan ini senantiasa berlangsung tanpa henti seiing
dengan gofiat kehidupan masyarakat pendukungnya. Berbaga ragem
kebudayaan yang ada setisp saat berpelusng mengalamai fuktuasi dan
perubahan dalam perkembangannya. Pada sualu saat berkembang pesat
sebacai bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat, sementara pada
saat yang lain memungdinkan tenadl kemunduran dan alau pemudaran
sehagai akbal dad kepenlingan mesyarabal yang bersanghutan seria
masuknya arus kebudayaan lain yang menjadikan kesbudayaan tersebut
terpinggircan. Fluktuasi dan perubahan kebudayaan telah menjadi fakla
yang tidek dapat disangkal, mengingat dalam prosesnya, berbagai ragam
kebudayaan berinteraksi dengan kebudayaan lain melalui cultural encounter
{perfemuan budaya) yang memungkinkan lerjadinya asimilasl budaya,
adaptasi budaya, hingga imposis budaya.

Pelaksanaan Pembangqunan Sekior Kebudayaan Lokal Banyumas
mengacu pada elemen-glemen kebudaysan yang saal mi manadi lugas
pokok dan fungsi Dinas Paiwisala dan Kebudayaan Kabupaten Eenyumas,
melipuli aspek-aspek antara lzin; (1) kesejarahan. (2) nilai tradisional, (3)
kepercayaan terhadap Tuhan YME, (4) kesenian, (5) permussumen, (€)
kepurbakalaan, (7) kebahasaan, dan (B) kesastraan, Realisasi kegiatan yang
melibalkan aspek-aspek kebudayaan tersebut di atas diaksanakan melalui
empat cara, yail : (1) panggalian, (2) pelestanian, (3) pengembangan, dan
{4) pemberdayaan.

Pemberdayaan Pemberdayaan Kelembagean Dan Ekonomi
Masyarakat

Femberdayaan kelembagaan dan ekonomi masyaraket di Kabupaten
Banyumas pada umumnya masih rendah yang ditandai dengan masih
banyaknya masyarekat dengan strata scsial kurang mampu yang berempat
finggal pade ruman tidek fgyak huni masih rendahnya partigipasi
masyarakat dalam pembangunan; jumian lembaga kemasyara<atan yang
ada belum berfungsi optimal, kelompok-kelompok penggerak 2<onomi di
Desakelurshan belum sepenuhnya membenkan fEminan meningkatnya
ekonomi masyaraka!, polensi sumber daya yang ada belum didukung
dengan penerapan leknologi yang tepat guna meningxatkan usaba ekonom;
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dan kurang berfungsinya sumber daya manusia yang tersedia membarkan
konstribusi pada lembaga-lembaga yang ada di DesaMelurahan.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Secara umum kondisi pembangunan pemberdayaan perempuan dan
anak di Kabupaten Banyumas masih membuluhkan perhalian dalam rangka
peningkatan kesejahleraan perempuan dan anak. Angka buls nunf
perempuan lebin tirggi daripada leki-laki, APK,APS pd jenjang SLTP,ELTA
dan PT partisipasi perempuan lebih rendah danpada laki-laki, Tingginya
angka kematian ibu dan bayi, Rendahnya pemahaman masyarakat, keluarga
khusunya suami tentang kesehatan dan gizi bagi ibu dan bayi, rendahnya
kualitas perempuan dibidang ekonom| terutama dalam akses kredt
usaha/modal kerja serta mendahnya keftrampilan perempuan, endahnya
parlisipasi masyarakal dibidang politk dan tingginga kasus xekerasan
berbase gender dan anak adalah gambaran tngkat kemajuan daerah
Kabupaten Banyumas di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

. Kehidupan beragama
Fembangunan bdang keagamaan di Kabupaten Banyumas pada saal
inl tercermin pada terbentukrya rasa toleransi vang tnggi antar pemeluk
agama Kerukunar dan keharmonisan barmasyarakal aniar pemeluk agama
diturjukan dengan lersebamya lempal-tempat ibadah di  Kabupaten
Banyumas Tempal-lempat pendicikan agama berkembang dengan balk,
seperii halanya tumbuh dan berkembangnya pondok pesantren,
meningkatnya jumiah jemash hajl yang berasal dari Kabupaten Banyumas.
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BAB I
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan perhilungan masa baktl Bupatl Banyumas Tahun 2003-2008, maka

pada tahun 2008 Bupafi Ranyumas masih memiliki tugas perencanaan pembangunan
tahun 20CS. Oleh karenz ity dokumen RPJM Ciaerah Transis! ini harus memuat pula
kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2008

Sirategi pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2000 merupakan streteqgi

trensisi yang merupekan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeersh
(RPUMD] Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 Strateci psmbangunan
Kabupaten Banyumas pada tahun 2009 dinmuskan berdasarkan isu-isu siralegis yang
masih perlu penanganan pada tahun 2009

A. ISUSTRATEGI

Sebagamana tatuang dalam perda Nomor € Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Banyumas
Tahun 2007-2008, isue strategis yang masih akan dihadapi Kabupaten Sanyumas
pade lahun-tahun mendalang, adalsh :

1.

L

=l

Masih tinggl angka kemiskinan yang masih pery ditangani pada |ahun-tahun
mandatang.

Masih ingginya angka pengangguran.

Magih rendahnya kusliitzs pendidikan.

Masih rendahnya derajat kasehatan masyarakal.

Tingkal pemberdayaan masyaraket delam pembangunan di Kabupaten Banyumas
belum besjalan dergan baix,

Ketersediaan infrastructur di <abunaten Banyumas pada sast inl belum cukup
mamadai.

Secara umum tingkst penerapan panegakkan hukum di Kabupaten Banyumas
pada saal in belum optimal.

Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemeanintahan
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Isu-isu strategls diatas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tigs) isu pokok, yatu

isu kesejahteraan masyarasal (lewdin dari kemskinan, pengangguran, pendidikan. dan
kesehatan), isue kemandirian daerah (terdii dari pemberdayaan masyarakal, dan
infrastruktur investasi), dan isu pemerintahan demckratis (terdiri dan penegakkan
hukum, dan pemsanintahian demokrats).

B. KEEWAKAN UMUM PEMBANGUNAN LANJUTAN

Kebijakan umum pembarguran Kabupaten Eanyumas Tahun 2009

sebagaimama diamanatkan dalam RPIMD Transisi Kabupaten Banyumas Tahun
2007-2008 adalsh dalam rangks pemantapan agenda pembangunan tahun 2007-
2008 yaitu agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, sgenda pemantapan
kemandirian daerah dan agenda perwujudan pemaintahan demokrats.

1. Pemantapan agenda pening<alan kesejahleraan masyarakat.

Melanjutkan upaya penurunan angka kemiskinan yeng belum luntas
iertangani pada tahun 2008;

Melanjutkan upaya penurunan anghka pengangguran yang belum tertuntaskan
nada tahun 2008

Melanjutkan kemball upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional,

Melanjutken upaye peningkatan kualitas pendidikan yang belum tuntas
renangani pada tahun 2008 menuju target-large! pendidikan nasional.

2. Pemanlapan agenda pemantapan kemandiran daerah
a  Meningkatkan pemberdayaan masyarakal dalam berbagai bidang yang

bedum tertangani sapenunnya pada tahun 2008 ;

Membangun mfrastruktur investasi dasrah khususnya penanganan
infrastruktur jalan sebagal wujud upaya pemeriniah dalam membenikan
insenti kepada terwujudnya investasi yang memadai;

3. Pemantapan perwujudan pemenintahan demokratis.
a Upaya peregakkan hukum khususnya dalem pelsksanaan Perda-perda

Kabupaten Banyumas dan  peningkatkan kualitas pernbinaan hukum kepada
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masyarakal hingga lercapal angka krminaliles yang semakin menurun
dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2008,

. Fenyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan telap menjunjung
tinggl nilainiai  budaya lokal. Memberahi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan yang masih bafum optmal pada pelaksanaan pembangunan
tahun 2008,
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BAB IV
KHERANGHKA EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAERAH

A, KERANGHA EKONOMI MAKRO TAHUN 2009

Kondisi makro perekonomian Kabupaten Banyumas cenderung membaix
yang ditunjukan dengan kenaikan pertumbuhan ekcnomi pada lahun 2006 yaitu
sehsar 448% dibandingkan dengan perumbuban ekonomi tahun 2005 sebesar
331%. Meskipun masih rerdah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi
Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional, namun kenalkan pertumbunan
ekonom Kabupatsn Sanyumas memberican gambaran prospek ekonom| daeran
Kabupaten Banyumas pada tahun 2008 yang samakin membaik.

Struktur ekonomi Perekonomian Kabupaten Banyumas masih didukung
oleh sekier pertanian, yang rata-rata menyumbangkarn 21,67 persen dari PDRB
Kabupaten Banyumas. Disamping sektor perianian, sektyr industi sexior
perdagangan dan sekior jasafasa merupakan peryumbang yang cukup besar
terhadap PDRE Kabupaten Banyumas. Perkembangan perekonomian yang letjadi
menunjukan kecenderungan adanya pergesatan darl perkonomian agrans menuju ke
parekanomian perdagangan dan jasa-jasa.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupatan
Sanyumas pada tahun 2009 baik faklor infernal maupun faldor ekiemal masih
menjadi lantangan yang cukup berat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
akonomi, Target pencapaian perumbuhan ekonomi sebagaimana tertuang dalam
RF.M Dzerah Transisi Kabupaten Banyuras Tabun 2007-2008 sebesar 4,.55% pada
1ahun 2008 diyakini akan lercapai dengan asumsl-asumsi faklor-fakior pengarah
intemal maupun eksernal dapat ol hadapl dengan berbagai kebiakan-kebijakan
pambangunan yang mampu menjamin bergeraknya ekonoml sektor il dan
pengembangan investasi daerah yang semakin baik

Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006,
tabun 2006 dan upaya tercapainya target pertumbuhan ekonomi tehun 2008, maka
diproyeksikan perlumbuhan ekonomi Kabupatan Banyumas pada Tahun 2009 akan
barada pada kisaran 4 75%. Angka pertumbuhan ini masih [guh dibawah target
partumbuhan ekonomi nasional dan provinsi sebesar 6%, namun demkian dengan
target perumbuhan tarsebut akan dapat meningkatkan kesajshteraan masyarakal
aoabla pelaksanzan  pembangunan  mengedepankan  kebljakan-kebijakan
pembangunan yang memihiak rakyat kedl dan membarikan kemudahan-kemudahan
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usaha bagi kelampok Usaha Kecil dan Manengah berkembang. Perkembangan UKM
dharapkan akan semakin meningkatkan pemerstaan pendapatan

Kebutuhan invesiasi pembentukan modal tetap bruto diperfukan dalam
rangka mencapal pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75%. Investasi tesetut terdini dari
invesizsi swasta dan Investasi pemerntah. Untuk mendorong lercapainya
pemenuhan kebutuhan investasi dan berkembangnya sektor ril, diperukan berbagai
kebizkan pemerintah meliputi :penciptaan IKim sondusi’ bag dunia usaha, promosi
larpadu, dorongan program inlermediasi perbankan, kepastian hukum untuk dunia
usaha, peningkalan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastrukhr yang
memadai.

. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Pembangunan dserah memerlukan dukungan pembiaysen yang berasal
darl berbagal sumber. Uniuk mencapal targel pertumbuhan ekonomi Kebupaten
Banyumas Tahun 2008 sebesar 4,75% membutuhkan dukungan pembiayaan
pembangunan baik pembieyaan swasia maupun pembizysan pemerintah. Sesual
dengan kemamouan keuangan daerah kabupaien Banyumas maka pembiayaan
pembangunan yang berasal dar sumber pemeriniab dapal digunakan sehagal
pendorong tumbuhnya Investasi swasta. Oleh karena iu kebijakan anggaran
Habupaten Banyumas Tahun 2008 akan dilakukan dengar |
1. Meningkatkan pendapatan daerah baik yang bersumber dar Pendapatan Asi

Daearah (PAL) melalu intansifikasi sumber pendapatan yeng saat ini telah ada

dengan memperbaiki pelayanan public, peningkatan sarana dan prasarana

pelayanan eerta transparasi pengelolsan pendaoaten. Melakukan sxstensifikasi
terhadap polensi pendapatan daerah dengan tidak membebani masyaiakal secara
berlebihan.

2 Kebilakan belanja daerah yang diarahkan untuk -

a Meningkalkan anggaran pendidkan menuju pada pencapaian target alokasi
20% sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, Pembiayasn unusan
kewenangan wajb dan pilhan sesual dengan permesalehan yang akan
dipecahkan dengan pengelolaan yang trensparan berbasis kinera yang
diklasifikasikan menurut urusen pemerinishan, setuan organisasi (SKPD).
program dan kegiatan, serta berorientasi pada anggaran berbasis kinera,
efisien, afektif, transparan dan akuntabe.

b. Bantuan kevangan kepada Desa diarahkan sebegal perekat, perwujudan
kelerpaduan pembangunan antare Kabupaten dan dasa serta keterpaduan
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Daearah (PAL) melalu intansifikasi sumber pendapatan yeng saat ini telah ada
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20% sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, Pembiayasn unusan
kewenangan wajb dan pilhan sesual dengan permesalehan yang akan
dipecahkan dengan pengelolaan yang trensparan berbasis kinera yang
diklasifikasikan menurut urusen pemerinishan, setuan organisasi (SKPD).
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BABYV
POKOK POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah disusuniah

program-program prioritas yang akan meneniukan langkah utama pembangunan
pada tahun 2009, yatu sebagal berkut :

1). Program prioritas pemantapan agenda peningkatan kesejahteraan
masyarakal adalah :
Dalam rangka pemantapan agenda pembangunan peningkatan kesejahteraan
masyarakat disusun  pokok-pokok program pembangunan indikafif sebagai
berikut :

=Rl M- Rl )

h,

Program periindungan, pembinaan, dan pembardayaan masyaraka! miskin,
Program penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja;

Program peningkatan kualitas dan produktfitas tenaga kerja;

Program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;

Program Wajardikdas 9 tahun;

Program penuntasan buta aksara;

Program pembinaan dan pengembangan nilai kekayaan dan keragaman
budaya Banyumasan;

Program upaya kesehatan masyarakat,

Program kebijakan manajemen pembangunan kesehatan;

Program priotitas pemantapan agenda pemantapan kemadirian daerah

adalah :

Dalam rangka pemantapan agenda pembangunan pemantapan kemandirian
daerah disusun pokok-pokok program pembangunan indlkatif sebagai berikut:

a.

b.

Program peningkaten efekiifitas efisiensi pelayanan periinan dan investasi
daerah;
Program promosi penanaman modal;
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Program penyediaan fasifitas umum dan jaringan kerjasama dalam rangka
pengembangan Ivestasi,

Program peningkatan jalan dan penggantian jembatan,

Program pembangunan infrastrukiur,

Program fasililasi pengembangan masyarakat dan desa

Program paningkatan serana dan prasarena perkotaan dan perdesaan;
Program peningkatan penerapan teknalogi pertanian / perkebunan;

Program peningkatan ketananan pangan,

Program pengembangan pemasaran panwisata daerah,

Program penguatan, pengembangan, pengawasan koperasi dan usaha kecil
menengah (KUKM),

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan.

Program prioritas pemantapan agenda perwujudan pemerintahan
demokratis adalah :

Femantapan agenda pembangunan pemwujudan pemerntahan demckratis
disusun pokck-pokok program pembangunan indikatif sebagai berikut :

a o oo

Program pangembangan sistem perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan tata ruang
Program paningkatan efsiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah

Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Program pengembangan sarana dan prasarana informasi pemerintahan (e-
Govemment)

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
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BAB VI
PENUTUP

A. POSISI DOKUMEN PROGRAM INDIKATIF

Program indixafif Kabupaten Banyumas tahun 200% ini merupakan dokumen
perencanaan pembangunan dasreh  untuk  melengkapi  dokumen Rencana
Pambangunan Jangka Menengan Caerah Transisi KKabupaten Banyumas Tahun
2007-2008 dimana dalam dokumen tersebut telah memberkan arahan pokok
kebijakan pembangunan tahun 20089 ramun belum dienghapi dengan  ndikasi
program. Program Indikas! ini menjad| pedoman dalam penyusunan Rencana Keija
Pemerintah Dzeran (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2009 dan sebagal acuan
bagi seluruh komponen pelaku pembangunar daerah dalam mewujudcan
pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Dokumen ini disusun dengan mengakomodasi  perubahan-perubahan
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam permendagri Nomor 59
Tahun 2007 tenlang Perubahan zlas Peraturan Menteri Dalam Neger Nomer 13
Tahun 2005 lentang Pedoman Pengelolzan Keuangan Daerah .

Disamping menjadi padoman dalam penyusuran RKPD, program indikatif
kabupaten Banyumas Tahun Z009 menjadi padoman dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Satuan Kera Perangkat Daeran (SKPD).

B. KAIDAH PELAKSANMAAN
Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapalan sasaran program, maka
dalam pelaksanaan Program Indikati Kabupaten Banyumas Tahun 2009 perdu
penguatan peran (partisipasi) dan komitmen seluruh stakebolder.

(Guna pencapeian tujuan yang telah dielapkan, maka kepada masing-masing
pelacu pembangunan diharapkan mengambll peran sesual dengan kewenzngan,
lugas pokok dan fungsi serna larggungjawab calam rangka mewujudkan

kescjahteraan masyarakat, B
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BAB VI
PENUTUP

A, POSISI DOKUMEN PROGRAM INDIKATIF

Program indkatif Kabupaten Banyumas lahun 2009 ini merupakan dokumean
perencanasn pembengunan deerah untuk melengkapi dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Mabupaten Banyumas Tahun
2007-2008 dimana dalam dokumen tersebu! ielah memberkan arahan pokok
kebijakan pembangunan tahun 2009 namun belum dilengkapi dengan indikasi
program. Program Indikasi inl menjadi padoman dalam penyusunan Rencana Kerfja
Pemerntah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2009 dan sebagai acuan
bagi selwuh komponen pelaku pembangunan cserah dalam mewujudkan
pembangunan caeran yang berkesinambungan.

Cokumen ini disusun dengan mengakomodasi perubahan-perubahan
pengelolaan keuangan daerah sebegeimana diatur dalam permendagri Nomor 53
Tahun 2007 lentang Perubahan alas Peraluran Menler Dalam Negeri Nomor 13
Tanun 2006 tentang Pedoman Pengelblaan Keuangan Daeran

Cisamping menjadl pedoman dalam penyusunan RKPO, program indikatif
kabupaten Banyumas Tahun 2009 menjadl pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B, KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk mewujudkar sinergitas dalam pencapaian sesaran program, maka
dalam pelaksanaan Program Indikatil Kabupaten Banyumas Tanun 2008 peru
penguatan peran (partisipasi) dan komitmen seluruh stakeholder.

Guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka kepada masing-masing
pelaku pembangunan diharapkan mengambil peran sesual dengan kewenangan,
ugss pokok dan fungsl seria [anggungjawab dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakal,
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LAMPIRAN || PERATURAN BUPAT! BANYLIMAS
NOMOR
TANGGAL 2008

MATRIKS PROGRAM INDIKATIF
KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2009

1 PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN DISELURUH SKPD

NO PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Pelayanan  Memual kegiaian-kegialan yang berkailan dengan
Administras: peigyanan administrasi perkantoran dalam rangka
Perkantoran. | peieyanan intemal SKPL.

2 | Peningkatan Sarana | Memual kegiatan-kegiatan vang berksitan dengan

dan Prasarang | penyedigan, pemeliharaan sarana dan prasarens
Aparalur. kanior dalam rangka pelayanan intemal SKPD.

3 | Peningkatan Disiplin | Memual kegiaten-kegiatan vang berkaitan dengan
Aparatur parmbinaan dan pengaluran PNS dalam rangka

meningkatikan disiplin PNS,

4 | Fasiitasi Pindah / Memual kegiaizn-kegialan yang berkailan dengan
Puma Tugas PNS fasilitasi pemincdahan dan puma lugas PNS

5. | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Kapasitas peningkatan, pembinaan teknis, pembinaan fungsional
Sumberdaya termasuk pengirman diclat, bintex bagi PNS dalam
Aparalur, SKPD bersanghutan.

B | Paningkatan Memual kegiatan-kegiatzn vang berksitan dengan
Pengembangan penyusunan leporan pencapaian  kineja  dan
Sistem Petaporan <euangan, lermasuk pengembangan sistem informasi
Pencapaian Kinarja | managemen kauangan SKPD.
dan Keuangan.
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2 URUSAN WAJIB

2.1. PENDIDIKAN

NO FROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Wajib Belajar Memusat kegialan-kegiatan yang berkatan dengan
Pendidiken Dasar | penuntasan  wajib  belgjar  sembilan  tahun,
Sembilan Tahun | meningkalkan dan memperluas jangkausn pelayanan

pendidikan kelompok belajar (Kejar) paket A dan B
serla dan menyediakan pelayanan pendidikan
informal ~ untuk  masyarakal vang  belum
berkesempatan memperoleh pendidikan formal,

2 | Penyediaan Memuat kegiatan-kegiatan yang beraltan dengarn
saranadan pemerataan  kualitas dan  kuantitas pelayanar
prasarana pendidixan dari sisi sarana dan prasarana pendidikan
perdidikan formal maupun nen formal.

3. | Pendidkan Anak | Memuat kegiatan-kegiaian yang berkaitan dengan
Usia Dinl PAUD pada jalur formal dan non formal dalam

rangka mencapai standar nasional pendidikan.

4, | Pendidikan Dasar | Memuat kegiatan-kegiaten yeng berkaitan dengen
pendidikan dasar pada jalur formal dan non formal
dalam rangka mencapai standar nagional pendidikan,
termasuk fasilitasi sekolah bertaraf infernasional.

5. | Pendidikan Memual hegiatan-kegiaten yeng berkaitan dergen

Menengah pendidikan menengah pada jalwr formal dan non
formal dalam rangka mencapai standar nasional
penddikan, lermasuk fasililasi sekolah berdaral
Iremasional,

6 | Peningkatan Memuat kegiatan-kegialan yang berkaitan dengan
Mutu Pendidik  peningkatan kapasias tenaga pendidk pada
Dan Tenaga lembaga pendidikan formal dan  meningkatkan
Kependidikan pelayanan pendidkan guru serla meningkatkan

kualitas dan prcfesionalisme guru

7. | Pengembangan | Memuat hegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Eudaya Baca pengembangan budaya baca dan mengembangkan
Dan Pembinaan | kualitas  perpustakaan siswa sekolabh  dan
Permusiakaan masyarakat

E | Manajemen Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan |
Felayanan pemeralasn kudlilas penysleng-garaan managerial |
Fendidikan pandidikan )

€ | Pendidikan Non | Memuat keglatan-hegiatan yang berkaitan dengan
Formal pendidikan luar sekolah pada non formal dalam

rangka mencapal standar nasional pendidikan. |
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10 | Perdidikan Luar | Memual kegiatan-kegialan yang berkailan dengan
Biasa pendidikan luar biasa pada jalur formal dalam rangka |
mencapai standar nasicnal pendidikan.
11. | Fasiitasi Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Fencidikan Tinggl | fasilitasl pendicikan tnggl dalam rangka mencapai
slandar nasional pendidikan.
2.2, KESEHATAN
NO PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL
1. | Promosi dan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Pemberdayaan pengembangan media promosi kesehatan dan
Masya-ahat teknologi, Komunkas! (rformasi dan Sdukasi
(KIE), pengembangan upaya  kasehatan |
bersumberdaya masyarakat (UKBM), gererasi
muda dan lanjul usia, peningkatan pendidikan
kesshatan kapada masyarakal untuk mewujudian
perlaku hidup bersih dan sehat,
2 | Pengembangan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Lingkungan Sehal | penyediaan sarana sanilasi dasar dan sarana air
bersh ckala rumah tangga, pemaitharaan dan
pergawasar kualitas lingkungan, pengendalian
dampak resiko pencemaran lingkungan dan
pengembangan wilayah sshal,
34 | UpayaKesehatan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Masyarakal pelayanan kesehatan penduduk miskin  di
Puskesmas dan jaringannya, peningkatan
pelayanan kesehalen dasar vang mencakup
kesehatan by dan anak (KIA)  keluaga
berencana {KB), dan pangobatan dasar,
|
4 | UpayaKesehatan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Perorangan (UKP) | pelayanan kesehalan bagi penduduk miskin kelas
Il Rumah Sakit (RS), pembangunen dan
perbalken saranalprasarene Rumeh  Saki,
pergadaan  chat  dan  peibekalan RS,
pengembangan pelayanan kedokletan keluarga, |
dan peningkatan peran serta seklor swasta calam
UKP.
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i | Pengendalian Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Penyaxit pencegahan dan penanggulengan faktor resiko
lermasux  pelayanan kesehalan hafi  dan
fransmigrasi, peningkatan imunisasi, penamuan
dan pengobatan penderila, peningkalan
survaidens epidemiclogi dan  penanggulangan

| wabah/kejadian luar biasa (KB} sarta kencana.

6 | Perbaikan Gizl Memual Kegialan-kegiatan  yang  berkailan
Masyarakat dengan peningkstan giz, pembardayaan

masyarskat uniuk pencapaian Keluarge Sadar
Gz (Kadarzi), peningkatan survelens gizi,
penanggulangan gizi, penanggulangan
Kekurangan Energi Prolein (KEP), Kekurangan
Energl Kronis (KEK], anemia giz besi, Gangguan
Akibat Kelkurangan Yodium (GAKY), Kekurangan
Vitamin A (KVA) dan kekurangan zat gizi mikmo
lainnya serta revildlisasi Posyandu.

1. | Sumberdaya Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Kasshatan perencanaan kebutuhan tenaga keschatan,

peningkalan  kelrampilan dan  profesionalisme
tenaga kesehatan melaui  diklal  tenaga
kesehatan, pembinaan kesehatan lermasuk
pengembangan karier ienaga kesehatan.

8 | Obat, Makanan dan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Parbekalan peningkatan kelersedizan obal dan perbekalan
Kasahatan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakil, pengawasan dan
pengenczlian peryalahgunaan obal, makanan
dan bahan berbahaya bagi kesehalan.

8 | Keoljakan dan Mamuat kegiatan-keglatan yang berkaltan dengan
Managemen porgembangan  sistom  perencanaan  dan
Pembangunan penganggaran, pelaksanaan dan pengendaian,
Kasahatan pengawasan dan evaluas| serla pengambangan

Sistem Informasi Kesehalan (SIK).

10. | Pangadaan, Mamuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Paningkatan pergadsan, peningkatzn  dan  pemeliharaan
Pemeliharaan sgranaprasarana kesehatan
saana Dan
Prasarana
Kasehalan

1. | Peneiifian dan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Pangambangan penefitian, pergembangan, peayebarluasan dan
Kasehalan pemanfaatan hasi penelitian.
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2.3. PEKERJAAN UMLIM

NO PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Pembangunan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Infrestruktur pembanguran  infrastruktur  pedesaan  meliputi
Padasaan prasarana jalan dan jambatan cesa dan prasarana

| air bersih,

2 | Penyediaan " Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaltan dengan
Fasilites Umum penyediean fasiitas umum di daerah-daerah

siralegis dalam rangka mendptacan  pelayanan

umum xepada masyarakat dar membangun citra

positif daerah dalam kerangka pengembangan
L. investasi dzerah,

34 | Rehabilitasi/ Memuat keglatan-kegiatan yang berkailan dengan
Pemeliharaan ' pemulhan fungsl jalan dan jembatan ermasuk
Jalan den penanganan keadaan darural! khusus dan bencana
Jembalan alam.

4 | Peningkatan Jalan Memuat kagiatan-kegiztan peningkatan kondisi
dan Pengantian  siruklur dan kapasitas prasrana jalan dan jembatan
Jembatar agar dapal melayani arus lalu lirtas dengan

maksimal

& | Pembangunan Memua! kegiatan-keglatan pembangunen jalan dan
Jalan dan jembatan termasuk atribul jalan dan jembatan guna
Jembatar menunjang kelancaran arus lalu linlas dan

meningkatkan keselamatan pemakal @lar.

6 | Peningkatan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Sarana dan pongadaan pemeliharaan dan peningkatan sarana
Prasarana dan prasarara lermasuk  sistem  informasi
Kebinaargaan Mmanzjemen.

7. | Pengembangan | Memuat kegistan-kegiatan yang berkailan dengan
dan Pengelolaan | pemellharaan, operasional, rehabililas],
Jaringan Irigast, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan
dan Jaringan Alr | jerngan  kigasi  (lermesuk  pemberdayaan
Lainnya. masyarakat dalam pengelolaan janngan ingasi;.

8 | Penyediaandan = Memuat kegialan-kegiatan penyediaan,
Pengelolaer Arr pengaunaan, pengembangan, pengusehaan sarana
Baku dan prasarana air baku

9 | Pengelolsan dan | Memual kegialan-kegiatan pengelalaan,
Konservasi Sungal pemeliharaan dan rehabilitasi sungal dan
dan Sumberdaya | sumberdaya air lainnya,

AF Lainnya
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10. | Pengendaiian Memuat  kegiatan-kegialan  penceganan,
Banjir penanggulangan  dan  pemulihan  kerusakan
lingkungan dan infrastruktur yang disebabkan oieh

deya rusak air.

1. | Peningkatan Memust kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Prasarana dan fasililasi percepalan pembangunan  sarana
Sarana Perkotaan | prasarana perkotaar dan perdesaan.
dan Perdesaan

12 | Pengembanrgan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Kinerfa fasiiitesl peningkatan kinerja pengelolaan air
Fengelolaan Air minum, air imbah, dan drainase.

Minum dan Air
imbah

13 | Pengembangan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan cengan
Saluran fasitasi paningkatan kinerja pengelolaan drainase.
Orainase/Gorong-

Garong

14. | Pembangunan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
dan Pengelolaan | peningkatan  kealtas  pengelysan  dan
Bangunan pembangunan gedung public (dibiayai oleh
Gedung Sera pemerintah) termasuk pengaturan, pembinaan dan
Pengembangan | pengawssan jasa konstuksi serta layanan
Jasa Konstruksi | informas: bangunan dan uji. |

24, PERUMAHAN

NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1 | Pembangunan | Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Parumahan fasiitasi  stimulan  (pengaluran  pembinaan

pembangunan dan pengawasarn) dalam
pambangunan  perumahan swadays, perumahan
skala besar, umah sederhana sehat, dan penyehatan
lingkungan pemuciman dan fasliitasl pembangunan
sarane prascrana perumahan pemmukiman, jalan
lingkungan, dramase dan fasilitas umum lannya.

2 | Lingkungan Memual kegiaian-kegiatan yang berkaitan dengan
Sanat panyediaan sarana air bersin dan sanitasi dasar
Perumanan

3 | Pemberdayaan | Memual keglalan-kegiatzn yang berkaitan dengan
Komuritas fasiltasi den stimulant dalam peningkatan kualitas
Perumanan tingkungan permukiman  d kawasan  kumuh,

parbatasan, desa Daerah Tujuan VWisala, Kawasan
Temilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2C) dan
peningkatan  peran  serla  masvarakaypelaku
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pembangunan perumahan melalyl Badan Koordinasi
Penataan  Pengembangan  Perumahan  dan
Permukiman Kabupaten (BKF4K).
2.5. PENATAAN RUANG
NO PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL
1. | Perencanaan Memua! kegiatan-kegiatan yang beckaitan cengan
Tata Ruang penyusunan/perencanaan tata ruang yang melibatkan
ketersediaarymempernahaiul data, sempai dengan
terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan tata
ru s
< | Pemanfaatan Memuat kegiatan-kegialan vang berkaitan cengan
Tata Ruang penyusunan dan peretapan dokumen perundang-

undanjan yang merupakan instrument pengendalian
pembanguren serta memberdayakan masyerakat
dalam pemahaman latz ruang, ddam  rangka
terwujudnya strukiur ruang yang jelas yang didukung
dengan sistem informasi yang jelas, akural dan cepal.

Pangandalian il.lamuat kegialan-kegialan yang Derkaitan dengan

Tata Ruang

implemeniasi kebijaskan pemerintah dalam rangka
pengaiciaan pembangunan yang dilakukan oleh
somua pihak dalam wujud kegistan perizinan,
pemantauan [apangan, penegakan huxum, yang
melibatkan unsur kelembagaan, tokoh masyarzkat,
pakar lmu dan peranserta masyarakat.

2.6. PERENCANAAN PEMEANGUNAN

NO | PROGRAM DEFINIS!| OPERASIONAL
1. | Fengembangan | Memuat kegiatan-kegistan yang barkzitan dengan
Eistem upeya  membangun  system  parencanaan
Perancanaan pembangunan dasrah yang efisien dan ef%eklil.
Fembangunan
Daeran
2 | Ferencanaan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Fembangnan perencanaan pembangunan daerah di berbagal
Deerah bidang meliplui perencanaan umum, perencanaan
bidang ekomomi, pemncanaan bidang  prasarana
wigyah dan perencanaan bidang pemerintahan dan
sosial budaya
3. | Pengendalian Memial kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
dan Evaluasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
| Perencanaan dan evaluas termasuk  dalam  pelaksanaan |

Frogram Indiooiif 2009 42



Pembangunan | pelaporannya
Daerah

4. | Peningkatan Mamuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Kapasitas peningkatan kapasitas kelembagaan perencanasn
Kelembagaan | pembangunan daerah yang berkaitar dergan
Perancanaan peryusunan dokumen perencanaan  (termasuk
Pembangunan | penganggaran), penetapan rencana, pelaksanaan
Daerah rencana dan pengendalian, evaluasi, kajian, studi

sena peneliizn dan pengambangan.
27, PERHUBUNGAN

NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL ‘

1. | Pembangunan | Memua! kegiatan-xegiatan yang berkaitan dengan
Prasarana Dan | penyedizan prasarana dan rehabiilas| fasilitas
Fasilitas perhubungan termasuk fasilitasl penetapan kebijgkan
Perhubungan manageman lesnprofasnya

2 | Peningkatan Memua! kegiatar-<egiatan yang berkaitan cengan
Pelayanan peningkatan pelayanan angkutan bagl masyarakal |
Angkutan agar terjamin pelavanan mobiisasi masyarakal yang

murah dan nyaman.

3 | Pengendaian | Memua! kegialar-egialan yang berkaitan dengan
dan pengaiuran pamenfastan prasarana |elan  agar
Pengamanan terwujud keamanan laulitas ‘ermasuk pengaturan
Lalulintag pengoperasian kandarzan bemmolor.

2.8. LINGKUNGAN HIDUP

NO | PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1 | Perindungan Memual kegiatar-kegialan yang berkaitan dengan
dan Koneervasl | perfrdungan sumberdaya alam dalam  rangka
Sumberdaya mempertahankan dan mengembalikan fungsi kawasan
Alam sasual dengan peniniukannya fermasuk peningkatan

kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup.

2 | Rehabilitasidan = Memual kegiatan-kegialan vang Derksitan dengan
Pamulihan rehabilitasi sumberdaya alam dalam rangka
Cadangan mempercepat pemulihan cadangan sumberdaya alam |
Sumberiaya dan rekiamasi hekas pertamhangan !
Alam

4 | Pengembangan  Memual kegiaian-kegialan yang bDerkailan dengan
Kapasitas peningkatan peran serta aperalur dan masyarakat
Penge'claan dalem hal pengelolaan sumber daya alam dan
Sumberdaya lingkungan hidup secara berkelanjutan,
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|A|am dan
| Lingkungan
Hidup.

4. Pengendalian Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dergan
Pencemaran dan | peningkatan kuelitas lingkungan hidup, pengendalian
Perusakan pencemaran lingkungan dan pengurangan dampak
Lingkungan pemanasan giobal, termasuk pengurangan resicko
Hidup tefjadinya bencana sera penegakan  hukum

lingkungan,

5. | Pengelolaan Memuat kegiatar-<egiatan yang berkaitan cengan
parsampahan pengeiclaan persampahan baik di wilayah perkolaan

maupun pedesaan, lermasuk pengaturan keblakan
pengelclaan persampahan milik masyarakat |
£ | Pengeiclaan Memual kegiatan-kegialan yang berkaitan dengan
Ruang Tebuka | pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hifau
Hijau | kola. e
29. PERTANAHAN
NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1 | Penatean, Memuat kegialan-kegialan yang berkatan dengan
Penguasaan, fesiltasi  penataan, penguaszan,  pemiiikan,
Pemilikan, penggunaan dan pemanfaalen fanah lermasuk
Penggunaan dan | pengembangan sistem informasi pertanahan  dan
Pemanfaatan penyelesaian korflik-konflik pertanzhan.

Tangh

2.10._KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Pengembangan | Memuat kegiatan-kegistan yang berkaftan dengan
dar Keserasian | pengelolaan administras) kependurdukan dan sistem
Kebijakan informasi kependudukan
Kependudukan

211, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO PROGRAM DEFINIS! OPERASIONAL
1. | Peringkatan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkattan dengan
Kuglitas Hidup fasilitasi, advokasi dan mediasi peningkatan kualitas
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213

30SIAL

NO PROGRAM DEFINIS! OPERASIONAL
1. | Perindungan dan | Memuat hegiatan-kegiatan yang berkaitan cdengan
Pembinaan perindungan dan pembinaan masyzrakal misin
Masyarakal Miskin | dalam kehidupan barmasvarakat.
2 | Pelayanan dan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan cengan
Rehabilitasi Sosial | perfindungar sosial bagi warga panfi asuhan/panti |
jompo, pembinaan dan pelatihan ketrampilan para
penyandang cacat dan lrauma dalam penghidupan
dan kehidupan bemasyarakal |akibal korban
bencana) Mengembalkan dan melindungi fungsi
sosial bagl para penyandang cacat dan frauma
(akibat korban beacana) termasuk pemeiiharaan
den peningkaten sarang dan prasarana pelayanan
sosial dasar yang dilakukan di Panti dan Non Panti |
sarta pembinaan eke penyandang penyakil sosial
3 | Pencembangan Memuat kegiatan-kegiatan yang bercattan dengan
Kesejahtzraan penangenan  pera  penyandang  Masalsh
Sosial Kesejahteraan Sosal (PMKS] agar hidup lebih bak
layak dan bermartabat.
4. | Pembinaan Anak | Memuat kegiatan-kegiatan yang berxaitan dengan
Tertantar penanganan anak-anak terlantar,
£ | Peningkatan Memuat kegiatan-kegiatan vang berkailan dengan
Partisipas! Sosial | menumbunkembaEngkan kesadaran tdan
Kemasyarakatan | tanggungjawab sccial masyarakat dalam pelayanan
sosial dan PSKS, meningkatkan parfisipasi
masyarakal dan xalangan dunia usaha dalam
mengembangkan dan  melestarikan  skap
kerelananan, nilal-niial kepahlawanan, keperintisan
dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat.
& | Pemberdayaan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Organisasi Sosial | optimalisas| lembaga-lembaga social {Orsos, Dunia

Usaha dli) dalam meningkatkan kesejahteraan
sosial.
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214. KETENAGAKERJAAN

NO | PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Perluasan Memual kegialan-kegialan yang berkaitan dengan
Kesempalan fasilitas: penciplaan kesempatan kerja produktf serla
Kerja mobilitas tenaga keja dalam rangka memanuhi

pasar kerja lokal, regional, nasional meupun
iniemasional Ermasuk penyenggarsan fob market
fair.

2 |Peringkalan | Memual kegialan-kegialan yang berkaiian dengan
Kuglitas dan panngkatan ketrampilarn, keahien, kompetensi dan
Produktifitas produktvitas tenaga kerja termasuk peningkalan
Tensga Keda sarane dan prasarana ketenagakerjaan,

A | Periindungan dan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaifan dengan
pengembangan | penciptaan hubungan kerja yang hammonis dan
kelembagaan perdindungan tenaga kena termasuk penetapan upah
Tensga Ketja minimum.

2.15. KOPERASI DAN DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

216

NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Penguatan, Memual kegiaten-kegialar yang berkaitan dengan
Pengembangan, | diversifikasi usaha dan sislem digtribusi koperasi,
Pengawasan pengambargan SDM serta pemanfaatan teknologi
Koperasi dan dan kelembagaan KUKM, struktur managemen,
Usaha Kecil kewirausahaan dan permodalan serta pengambangan
Menergah jaringan kamilraan can usaha penciplEan  iklim
(KUKM) kondusif,

< | Penciptaan [kim | Memuat kegialan-kegialan yang berkaitan dengan
Usana Kecil mewujudkan iklim usaha kecil yang kondusif dengan
Menengah Yang | meningkatkan kualitas pengeloiaan pelayanan usaha
Kondusif kel menengeh.

3 | Penngkatan Memual kegiatan-kegialan yang berkailan dﬂ'ﬁm
Kualitas peningkatan kapasitas koperasi sehingga dapat
Kelembagaan menjalankan dan mererapkan prinsip-prinsip dan ndai
woparas dasar koperas: yang membedakan dengan badan

usaha lainnya

PENANAMAN MODAL

NO PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Peningkatan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Efekiifitas dan fasiltasi dan koordinasi pelayanan  perijinan,
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Efisiensi penciptaan iklim usahafinvestasi yang kondusi,

Pelayanan pengembangan dan pengendalian penanaman modal

Investasi Daerah | serta pengkajian sumberdaya dan daya tanik
investasl.

Z | Promosi Memuat kegiatan-xegiatan yang berkattan dengan
Penanaman promosi penanaman modal antara la@in bussines
Modal maiching, membangun dtra Banyumas dan

mengembangkan sistem kerjasama antar daerah dan
antal negara.

3 | Penyiaoan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkatan dengan
Potensi mendorang berkembangnya kapasitas sumberdaya
Sumberdaya, manusia yang mendukung berkembangnya investasi.
Sarana Dan
Prasarana
Daerah

2.17. KEBUDAYAAN
NO PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Fembinaandan | Memual kegiatan-kagiatan yang berkaitan dengan
Pengembangan | pembinaan dan pengembangan nilal, kexayaan dan
Nilal Kekayaan | keragaman budays termasuk fasiitasi kerjasama
dan Keragaman | pengelolaan kekayaan budaya Banyumasan.

Budaya
| Bamumasan

2 | Pembinaan Memual xegiatan-kegiatan yang berkailan dengan

Keagaman pembinaan keagamaan agas terwujud kehidupan
beragama yang baik dan berdssarkan Pancasila dan
Undeng-Undang Dasar Negara R Tahun 1945

3. | Pembinaan Memuat kegiatan-kegiatan vang berkailan dengan
Penghayat pembinaan kepada orgenisasi dan  penghayal
Kepercayaan keparcayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
terhadao Tuhan
Yang Maha Esa

218, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO

PROGRAM

DEFINIS| OPERASIONAL

1

)

Pembinaan dan

Pengembangan
Kapamucaan

Pambinaan
Lembaga/

Memuat kegiaian-kegialan yang Derkaitan dengan
partisipasi pemuda dalam pembangunan lermasuk
belenegera, kewireusshaan dan pengembangan
ekonomi produktf.

| Memual kegiaian-kegialan yang berkaitan dengan
| pangembangan kapasitas kelembagaan pemuda
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2.19.

Organisas dalam rengka pertisipasi pemuda  dalam
pembangunan,

3 | Pembikitan, Memuat kegiatan-kegiatan yang bersatan dengan
Pembinaan dan | fasilitasi pembbitan, pembinaan dan pemanduan Atiet
Pemanduan dan Pelaiih Oishraga tsrmasuk pengembangan
Qlahraga sarana prasarand olan raga

4. | Pengembangan | Memuat kegistan-kegiotan yang berkailan dengan
Kapasitas pegembangan kapasitas kelembagaan olah raga
Kelembagaan
Organisasi
Olan

5 | Pembinaan dan | Memuat kageten-kegietan yang berkaitan dengan
Femasyarakatan | upaya pemasyarakatan nlahraga dan
Oiah Raga mengolahragakan masyarakat,. = I

6. | Pencegahan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaiien dengan
Fenyalahguraan | upsya mendorong partisipasi pemuda  dalam
Narkoba pencegahan penyalahgunaan narkoba.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NO PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Pengembargan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Wawasan menumbuhkembangkan wawasan kabangsaan.
Kebangsaan

2 | Peningkatan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkatan dengan
Kesadaran dan peningkatan kesadaran serta kepatuhan hukum
Kepatuhan Hukum | bagi aparatur pemerntah dan masyarakat termasuk

tasiitast dan koordnasi pelaksanaan penegekan
hukum dan HAM.

3 | Pemberdayaan Memual kegiatan-kegiatan yang beraitan dengan
Masyarakat Untus | upaya mendorong peranseria masyarakal dalam
menjaga menjaga ketertiban dan keamanan
keteriiban dan
keamanan

4 | Peningkatan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Pemberantasan i upaya menciptakaan kenyamanar dan xeamanan
Penyakit sosial  dengan  meningeatkan  upaya-upaya
mﬂm pemberantesan penyekit masyarakat.

j

& | Peningkatan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Keamanan dan perwujudan situasi keamanan dan  kelediban
Kelertiban masyarakat, meningkatikan kessdaran bela Negara
Masyarekat serta meni an kemampuan anan dan
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2.0,

pengembangan kemampuan Ratih dan  Satan
Linmas untuk antisipas! ancaman baheaya bencana.

6 | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang berkalian dengan
Persatuan dan peningkatan persaian dan kesatuan bangsa, dan
Kesatuar Bangsa | pengembangan kehidupan demokrasi di seluruh
sera Pendidikan | komponen masyarakat
Politk Rakyal

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRAS| KEUANGAN

NO PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Peningkatan Sistem | Memuat  keglatan-kegiatan  yang  berkaitan
Pengawasan dengan pelaksanaan pengawasan intemal dan
Intenal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KCH.
Pangendalian
Pelaksanaan
Kabijakan KOH

2 | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan vang  berkailan
Efisiensi dan dengan pelestarian dan peningkatan penenmaan,
Efektfitas penggalian dan penambahan sumber-sumber
Pengeiclaan Pendapatar  Asl Deerah baru  lermasuk
Keuangan Daerah | penyedisan sarana dan prasarananya serla

pengelolean keuangan daerah.

A4 | Penyusunan dan Memual kegiatan-kegiatan yang betkaitan |
Pembaharuan dengan  penyusunan, eveluasi  peraturan
Peraturan pemndangan di daerah termasuk pengambangan
Perundangan di sistem janingan dokumentasi informas! hukum.
Daerah

4, | Pengembengan Memual kegiaten-kegiatan vang betkaitan
Sarana dan dengan pengembangan, pemeliharaan, dan |
Prasarana Informast | pengelolaan sarana dan prasarana informasi
pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk membangun

pamerintahan eektronik,

5 | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang Dberkaitan
Paaksanaan dengan implementasi proses pergantian antar
Otonomi Daerah wakiu anggotla DPRO, dan  pengembangan

kapasitae  daersh, lermasuk  penalaan
kelembagaan, pemberantasan KKN dalam
rangka mewujudkan good governance.
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6. | Peningkatan Memuai kegialar-xegiatan yang berkaitan
Kapasitas Lembaga | dengan upaya meningkastcan kemampuan dan
Perwaxilan Rakyat | kompetensi lembaga perwekilan rakyat deerah,
Daerah

7. | Peningkatan Memuat kegialan-kegiatan yang berkailan
Pelayanan dengan upaya meningkatkan  pelayanan
Kedinasan Kepala | xedinasan bagl kepala deersh dan waki kepala
Daerah / Waki daerah.

Kepala Daerah

8 | Peningkalan Memual  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan
Peayanan dengan upaya meningkatkan pelayanan Badan |
Keembagaan Perwakilan Desa (BFD).

Badan Perwakilan
| | Desa(BFD)

8 | Penyelenggaraan Memual kegialan-kegiatan  yang  berkaitan
Pemerintahan dengan penyelerggaraan tata pemenntahan,
Umum reformasi  brokresi,  peningkatan  kualilas

pelayanan publik, kerjasama antar daeran, antar

lembaga dan pemerintahan serta pengendalian

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
= dan pembangunan.

10. | Peningkatan Dan Memual kegialan-kegialan  yang  berkaitan
Pengembangan dengan meningkstkan kapasitas keuangan
Pengelolaan daersh dengan melestarkan dan meningkatkan
Keuangan Daerah | penerimaan  sumber-sumber  pembigyaan

pembangunan daerah.

11. | Panyelenggarazn Memuat kegiatan-kegiatan  yang  berkaltan
kepegawaian dan dengan peningkatan kapasitas aparatur {aparatur
Petangkat Caerah | teknis dan aparalur pengawas) dan peranghkal

daerah serta pengembangan s:stem administrasi
kepegawaian.

12 | Pemhbinaan Dan Memuat kegiatan-kegiatan yang  berkaitan
Fasiilasi dengan upaya meningkatkan  partisipasi
Pengelolaan pembangunan masyaiakal dengan  slmulan-
Keuangan stmulan pembangunan dasrah.

13 | Pembinaan Oan Memuat kegiatan-kegiatan yang  berkaitan
Fagsilitasi dengan upaya mendorong kinerja pemerintanan
Pengelnizan desa dergan meningkatkan fasiitas! keuangan

{4, | Peningkalan Memual kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan
Profesionalismea dengan upaya meningkatkan profesionalisme
Tenaga Pemerksa | aparalur pengawasan daersh.

Dan Aperatur
Pengawasan
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221.

15 | Optmalisasi Memuai kegiatar-cegiaian  yang  berkaitan
Pemanfaatan dengan upaya mendorong berkembangnya
Teknologi Informasi | sarana dan prasarana pemerintahan berbasis
- plektronik.

16 | Pengelolaan Aset Memuat kegiatar-<egiatan yang berkaien
Caerah dangan pendataan, pengeioliaan, pendayagunaan

dan pengamanan aset termasuk pengembangan
sistem informasi assel daerah.

V7. | Sarana dan Memuat kegiatar-kegiatan yang berkalian
Prasarana Aparatur | dengan pemeliharaan dan peningkatan sarana
pamerintah dan prasarana aparatur guna mendukung

paiaksanaan fungsi pembangunan di daerah.

18 | Peningkatan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan
Kudlites dengan peningxatan kualilas, pengetahuan dan
Sumberdaya ketrampilan, serta dedikasi, etka dan moral
Aparatur Femenntah | apparatur pamenntah dasrah.

Daerah

19. | Penataan Peraturan | Memuat  keglaian-kegiatan yang berkaitan
Perundang- dengan  upaya mencorong  ferwujudnya
Undangan kelersediaan peratran perundangan  yang

menjamin keberhasilan pelaksanaan
pembangunan.

4. | Peningkatan Memual kegizian-kegiatan yang berkaitan
Kapasitas dengan  upaya  meningkatkan  kuslites
Sumbardaya nangatzhuan, profesionalisme dan ketrampilan
Aparatur serta dadikas, elika dan moral aparatur

pemerintah daerah dalam mefsksanacan fungsi
penyelenggaraan pemerntahan, pembangunan
dan pelavanan masyarakat secara optimal.

21, | Pembinaan Dan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan
Pengembangan dengan upaya mendorong dan menciptakan
Aparatur sumberdaya aparatur yang profesional

22 | Pengembangan Memual kegiaien-kegiatan yang berkaitan
Penelitian Daersh | dengan upaya mendorong  pengembangan

panelitan daersh dan fasilitasl integrasi
pengembangan peneliten dengan penelitian
pergunian tinggl

KETAHANAN PANGAN

NO | FROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Peningketan Memuat kegialan-tegiatan yang betailan dengan
Ketahanan kelersediaan pangan, penganekaragaman pangan,
Pangan distribusi dan konsumsi pangan termasuk penguatan

kelembagaan, peningkatan SDM dan peningkaten
daya bell masyarakat..
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2.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Faslitasi Memua! kegialan-agiatan yang berkaitan dengm|
Pengembangan | fasilitasl penguatan pemerintah  desa,
Masyarakatdan | pemerintahan, lala kemasyarakatan dan lala ruang
Desa desa

Z | Peningkatan Memuat kegiaian-kegialan yang berkaitan dengan
Partisipasi penirgkatan peran serla masyarakat desa dalam tata
Masyarakat pemerintanan, tata kemasyarakatan dan fsta nuang

desa lermasuk penyelenggarasn bulan bakli golong
royong dan pemanfzatan teknolog: lepat guna, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakal.

3 | Pengembangan Memual kegiatan-kegiatarn yang berkaitan dengan
Lembaga upaya mengembangkan lembaga  ekonomi
Ekonomi masyarakal desa, lemhags ekonomi perdesaan,
Padasaan ' meningkatkan akses informasi komunikasi dan

| eksistensi lembaga,

4, | Paningkatan | Memuatl kegiatan-kegiaian yang berkaitan dengan
Kapasitas upsya meningkatkan  kualites  pergetahuan,
Aparatur profesionalisme dan ketrampilan serta dedikasi, etka
Pamerintah dan moral aparatur pemenniah desa dalam
Desa melaksanakan furgsi penyslenggaraan pemerintahan

desa, pembangunan dan pelayanan masyarakal desa
sacara oplimal.

£ | Peningkatan Memual kegiatan-kegiaien yang berkaitan dengan
Paran upaya menirgkatken dan memotivasi kelompok
Perempuan Di | perempuan pedesaan agar berperan akif dalam

_ Padesaan membangun desanya.

€ | Penguatan Memuat kegialan-kegiatan yang berkaitan dengan
Kelembagaan fasilitasi pembentukan, pengustan, peranseta
Masyaraket xelembagaan di tingka! desa dalam rangka

P [ peningkatan pemerintahan dan pembangunan desa.

7. | Peningkatan Memual kegialen-kegiatan yang berkaitan dengan
Keberdayaan perterdayaan  masyekal  pedesaan  melao
Masyarakat pengembangan kelompok BBGRM dan P2MD
Pedesaan
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223, STATISTIK

NO | PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL
Fenyusunan Memuat k=g atan-kegistan yang berkaitan dengan
I | Dstaiinformasl/ pengumpulan  penyusunan, pengelolaan dan
Statistik analisis dan penyajian data dan informasi,
2.24, KEARSIPAN
NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | FPenyelamatan Memuat kegiatankegatan yang berkaitan dengan
Dan Pelestarian | fasilitasi melakukan langkah-langkah atau mekanisme
Dokumen/érsip | penyelamaian dan pelesiarian dokumenlarsip daerah
Daerah sesual dengan SOP yang telah ditstapkan, dalam

rangka jaminan keamanan dan kerahasizan dokumen-
cckumen yang disimpan serta jaminan dokumen
tersebut dapat dijaga keutuhannya (tidak rusak) dalam
kurun waktu tertentu.

2 | Penztaan Sistem | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaiten dengan
Administrasi pemantauan dan pembinaan keartipan, penyusunan
Kearsipan pedoman kearspan serla pelayanan informasi

kearsioan.

J. | Pemeliharaan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengen
Rutin/Rarkala pemberian jaminan ficek msak atas dokumen yang
Saranadan disimpan dalam jangka waklu tertenty yatu dengan
Prasarana melakukan pemeliharaan secara ruin sesuai dengan
Kearsipan SOP yang telah ditetapikan,

4. | Peningkatan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Kualitas upaya memberkan palayanan kepeda pihak-pihak
Felayanan yang memtutuhkan kembai dokumen yeng feleh
Informessi dikelola secara lepat yaitu dengan menngkatkan

kemampuan dan kapasilas pengelola arsip daerah
sesua dengan jenjang dan tugasnya masing-masing.
2.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Pengembangan | Memual kegistankegetan yang berkatan dengan
Komunikasi pemelharaan dan penyediaan sasna dan prasana
Kerjasama komunikasi dan informasi, penyabarluasan informas:
Informasi dan pembangunan daerah serla pengembangan akses
Media Masa Informasl komunikasi dan media masa
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Fasiitas|
Peningkatan
Sdm Bidang
Komunikasi Dan
Infermasi

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkatan dengan
upaya  meningkalkan  kuaftas  pengeiahuan,
profesionalisme dan katrampilan serta dedikasi, afika
dan moral aparatur bidang komunkasi dan
informatika,

2.26. PERPUSSTAKAAN

NO| PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

I. | Pembinaandan | Memual keglalankegialan yang berkailan dengan
Peningkatan pengelolaan perpustakaan, termasuk pengembangan
Kapasites mnaet baca masyaraka! termasuk sarana dan
Pernustakaan prasarana seria sistem Informasi perpusiakaan.

Z | Penyelamalan Memuat kegiatan-keglatan yang berkaitar dengan
dan Pelestarian | penyelamatan dan pedestarian koleksi perpustakasn.
Koleksi
Perpustakaan

3 URUSAN PILIHAN

3.1. PERTANIAN

NO

PROGRAM

CEFINIS| OPERASIONAL

%

Pengembangan
Agribisnis

Memust kegiatan-kegialan yanq berkatan dengan
fasilitasi peningkatan produksi pertanian dalam arif
luas, perdindungan produk, diversifkesi produk
pengalahan  hasil, pemasaran, helembagaan,
teknologl, penyuluhan pertanian,  penanganan
gagal panen, sarana dan prasarana pendukung
termasuk pangembangan Kawasan Agropolitan dan
Kawasan Senira Produksi

Peningkatan
Kesejahleraan

Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan cengan
fasiitasi dalam rangka bimbingan berusaha tani,
penguatan modal, kelembagaan keuangan
termasul peluang kerjasama dangan mitra usaha,

Peningkatan
Pemasaran Hasi
Produksi

Perkabunan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berxattan cengan
menfasiitasi pemasaran produksi
pertanian/perkebunan  sehingga  dapet  lebih
rmenjangkau pasar yang kebih uas, meningkatkan
volume distibusi melalul jangkauan pasar yang
lebih luas dan sistem pemasaran yang lebih
terintagrasi.
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4 | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Penerapan upaya meningkatkan produksi dan kualitas hasil
Teknclogi perfanian/oerkebunan,  meningkatkan  nilal  jual
Pertanian / produk pasca panen dan mengurargi dampak
Perkabunan serangan OFT terhadap tanaman

pertanian/oerkebunan sehingga meningkatkan nilai
i tambah bagi patani _

5. | Pemberdayaan Memual kegialan-kegiatan yang berkaitan dengan
Peryuluh upaya meningkatkan Kkemampuan penyuiuh
Pertanian/ pertanian agar dapat semakin maningkatkan
Perkabunan keberhasilan pembinaan kepata masyarakat.
Lspangan

fi | Percegahan Dan | Memuat kegiatan-kegiatan vang bercaitan cengan
Peranggulangan  upaya menekan angka kesakitan dan kematian
Peryakit Temak temak, melaui pengamatan, pencegahan dan

pemberantasan penyakit strategis antara lain
surveylance, vaksinasi den pengobatan,

7. | Peringkatan Memuat kegietan-kegistan yang berkaitan dengan
Pemasaran Hasi  upaya meningkalkan produksi dan produkiivilas
Produksi temak melalui upaya kemitraan usaha pertamakan
Petenakan dan perikanan.

3.2, KEHUTANAN

NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Pengeiciaan dan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Pemanfaatan fasiitasi pemarfaalan dan penylapan prakondisi
Hutan penjeiclaan sumbardeya kehutanan, penertiban

industi yang memanfeatkan hesil hutan, serta
pengamhargan  anska  usaha  hasi hulan,
pengandaian penatausahaan hasil hutan dan indusin
kahutanan.

2 | Rehabilitasi Memuat kegiatan-kegialan vang berkaitan dengen
Hutan ran fasiiitas| pedindungan dan koservasi sumberdaya
Lahan hutan dan hasi hutan, openanganan daerah

penyangga kawasan konservasi, serda penguatan
kawasan konservasi,

3 | Perindungan Memual kegiaian-kegiatan yang berkaitan dengan |
Dan Konservasi  upaya mercegah, membatasi dan  mengurangl
Sumber Daya kerusekan fisk hulan, termasuk kawasan dan hasi-
Hutan hasinya yang disababkan cleh  perubahan,
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pengbangan liar, penjarahan, kebakeran, bencana
alam, hama penyakit, menjaga hak-hak percrangan,
keiompok masyarakal. pemerintah dalam pengelolaan
hutan.

4, | Pembinaan Dan | Memuat! kegialan-kegiatan yang barksiten dengan
Penertiban upaya  mengembanghan  sarana  dan  prasaana
Incustn Hasil pendukung serta peranserta masyarakal dalam
Hutan membna dan meningkatkan ketertiban industri hutan,

3.3. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

NO | PROGRAM DEFINIS!| OPERASIONAL

1. | Pengembangan | Memuat kegislan-kegiatan yang berkeilan cengan
Pertambangan | fasiitas  peningkalan,  pengembangan  dan
danAir Tanah | pengawasan usaha pertambangan dan konservasi air

tanah.

2 | Pengembargan | Memual kegiatan-kegiatan yang Derkaltan cengan |
xelenegalistrikan | fasilitas urtuk meningkatken rasio elekirfikasi,

pengembangan enargl terbanikan, dan pengendalian |
dan pengawasan jasa usaha kelitrikan,

1 | Pengembargan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan cengan |
Miligasi Bencana | fasilitas daiam rangka penngkatan kewaspadaan dan
Alam dan kesiapan masyaakat terhadap bencana, peningkatan
Geologi kapasitas masyarakal, serta pengelolaan Jsologl tata

lingkungan. .

4. | Pengembangan | Memual kegialan-kegiatan yang berkailan dengan |

Energi Altematif | upaya pengembangan  can pemanfaatan energl
atemnat! guna mendukung sumberdaya energi yang
dapat dperbaharui,

5. | Pengelolaan Memua: kegiatan-kegiatan vang berkaitan dengan
Migas Hilr pemantauan, penetapan gquoia volume migas dan

pengembangen konversi migas.
34, PARIWISATA

NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASBIONAL

1. | Pengembarga | Memuat kegialar-kegiatan yang barkaitan dengan
Pemasaran periuasan |aringan (pelaku dan wilayah pariwisata),
Pariwisata produk tzmasuk pengedaan bahan-bahan dan

promos! paniwisala.

2 | Pengembangan | Memua! kegiatan-kegiatan yang berkailan dengan
Destinasi Wisata | pengembargan obyek wsata dan faslitas obyek

wisala
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3 | Pengembangan | Memuat kegiatan-kegiatan vang berkaitan dengan
Produk fasilitasl pengembangan produk wisata lemmasuk
Pariwisala pengambangan SOM, kelembegsan dan kerasama

antar lembaga dan antar daeran.
3.3, PERIKANAN

NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1 gan | Memua! kegialan-kegialan yang Derkaitan dengan
Sudidaya fasilitasi pangelolaan sumberdaya perikanan lermasuk

peningkatan  produksi,  diversifikasi  produk,
pemasaran, kelembagaan, teknologl, panguatan
modal, saranalprasarana pendukung lermasuk
pengambangan Kawasan Perlkanan Terpadu

16. PERDAGANGAN
I

NO| PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1 | Pengembangan  Memuat kegizien-kegialan yang berkaitan dengan |
Perdagangan fasifitasi peningkatan jumiah, varasi dan distibusi
Daglamdan Luar | produk  perdagangen,  kelembagaan, SDM,
Negeri permodalar, jejaring dan kerjasama perindungan dan

| pelayanan konsumen, seria saranalrasarana pasar
guna terwujudnya perdagangan yang baik.

2 | Perindungan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
“pnsumen Dan | upaya mewujud<an fingkat parindungan konsumen
Pengamanan | dari produk-produk tidak sesuai standarl.

Perdagangan |

4 | Pembinaan Memuat kegiatan-kegialar yang berkaitan dengan
Sedagang Kaki  upaya mewujuckan pengelolaan pasar dan pedagang
Lima Dan ka<i lima guna menaga kualites fingkungan pasar
Asongan sala mengembangkan pemberdayaan pedagang kaki

lima,
1.7. INDUSTRI

NO| PROGRAW DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Pengembangan | Memuat kegiatar-kegiatan vang berkaitan dengan
Ingutri Kecil, faslitas| daiam penguatan dan pengembangan Induiri
Menengah (IKM) | Kecil Menengah (IKM) melalui penyediaan kebutuhan

bahan baku, peningkatan kualiias dan kuantilas
produk, pemasaran, permccdalan, kelembagaan,
| Sumberdaya Manusia (SOM), standarisal_kejasama
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serta pengembangan (KM berbasis teknologi lepat
guna wyang ramah  Bngkungan  termasuk

pengembangan kKaster.

Penataan
Struktur Industri

Memuat kegiatan-kegiatan yeng berkattan dengan
fasilitasi dalam rangka peningkalan penggunaan
bahan baku lokal  dan produk dalam negen,
oplimalisasi kelerkaiten induts: hulw dan hilir,
penyeciaan dan oplimalsasi sarana dan prasarana
penunjang indusin, pengembangan kawasan indusin,
pedindungan  dan  pengawasan  industi  dan
pemanfaatan  industi  berbasie  Information
Comunication Teknilogy (ICT).

Peningkatan
Kemampuan
Teknologi
Industri

Memuat kegiatan-kegiatan yang bercatan dengan
upaye meningkatkan penguasaan teknologl produksi
agm industii dan sfimulasi pengembangan peralatan
indusin non agro.

Pengembangan
Sentra-Sentra
Industri Potensial

Memuzt kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
upaya menumbuh kembangkan potensi sentra-sentra
indusii dengan penyedizen dale dan informasi
potansl dan membangun situs dibidang Industri dan
perdagangan.

DEFINISI OPERASIONAL

Pengembangan

Transmigrasi

Ragional

Memuat kegietan-kegiatan yang berkailar dengan
penyiapan pemindahan calon transmigrasi dan lokasi
serie masyarakal daecah penenma lermasuk
meiakukan fasilitzsl kerjasama antara dasrah pengirim
dan penefima.

Marnuat kagﬂan-lq;lalm yang berkaiter  dengan
upaya penylapan peningkatkan akbvitas ranmigras|
mwmk&@mwww provinsi.
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